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 PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf 
Latin dapat dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak 
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
 ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
Y Ya  Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka 
ditulis dengan tanda ( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
 Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا Fathah a a 
َ ا Kasrah i i 
َ ا Dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 
yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
Harakat dan Nama  Huruf dan Nama  
 Huruf Tanda 
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif 
atau yaa’ 
a a dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di 
atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي ل : qiila 
  َتْو  م ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu 
taa’marbuutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang 
mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata 
tersebut terpisah, maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan 
ha [h]. 
Contoh : 
لا فْط ْلْا َ ة  ضْو  ر : raudah al- atfal 
 َ ة ل  ضا فْلا َ ة نْي  د  ملا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi 
tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 ا نْي َّج ن : najjainaa 
  َك  حْلا : al- haqq 
  َم   ع ن : nu”ima 
  َو د ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 
huruf kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah 
menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ل ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  َي ب  ر ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf  لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata 
sandang ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 
huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak 
 mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.kata sandang ditulis 
terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
 Contoh : 
  َسمَّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف سل فْل ا : al-falsafah 
  َد  لَ بْل ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 
bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْو  ر  ْما ت : ta’muruuna 
 َعْوَّنلا : al-nau’ 
 َءْي ش : syai’un 
 َتْر  م ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam 
Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. 
Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian 
dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan 
 Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 
tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (ٰهاللّ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh : 
 َٰللّا نْي  د diinullah  َٰاللّا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 
al-jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa 
Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
 menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang 
al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’a 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) 
dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua 
nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar 
pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad 
ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt. = subhanallahu wata’ala 
 saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
 
 ABSTRAK 
Nama : Mauliyana Kahar 
NIM  : 10300113146 
Judul  : Kepemimpinan Non Muslim di Tengah Mayoritas 
Umat 
  Islam dalam Pandangan Hukum Islam 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan 
non Muslim di tengah mayoritas ummat Islam dalam pandangan hukum 
Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya di bagi ke dalam beberapa 
submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana hukum 
Islam mengangkat pemimpin non Muslim?, 2) Bagaimana pandangan 
ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan non Muslim? 
Jenis penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: 
pendekatan syar‟i. Adapun sumber data penelitian ini adalah al-Qur‟an 
dan Hadis juga buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam dan 
kepemimpinan. Selanjutnya teknik pengolahan data dengan 
menggunakan instrument kajian kepustakaan (library research). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam al-Qur‟an ada 
beberapa ayat  yang melarang mengangkat pemimpin non Muslim akan 
tetapi banyak pemikiran dari penafsir yang membolehkan salah satunya 
penafsiran Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir al-Misbah hal itu sah-
sah saja atau dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian, karena 
penafsiran tersebut lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini, 
karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural yang bertumpu 
pada ideology Pancasila dan UUD 1945 yang mengharuskan bekerja 
sama dengan cara menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai 
kemaslahatan dan kemajuan bersama di dalam bernegara. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Peneliti berharap 
penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dan memberi 
semangat baru dalam dunia penelitian. 2) Al-Qur‟an dan Hadis sebagai 
pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam 
kehidupan sehari-hari supaya dalam bernegara dapat berjalan dengan 
 mulus dan baik. 3) Penilitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 
pembaca, untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara 
dengan selain Islam dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, 
sejahtera dan berkeadilan. 
 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kepemimpinan dalam suatu wilayah adalah merupakan suatu 
keniscayaan, karena pemimpin merupakan titik sentral dalam 
menentukan kesejahteraan masyarakat dan maju mundurnya sebuah 
daerah atau wilayah. Karena itu harus dibutuhkan pemimpin yang benar-
benar layak sebagai seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda 
kepemerintahan.
1
 
Pemimpin merupakan tugas yang berat, adapun dalam 
kepemimpinan dibutuhkan ciri-ciri pemimpin yang memang betul-betul 
layak. Seorang pemimpin biasanya memiliki intelgensia yang lebih 
tinggi dibanding dengan pengikutnya dan cakap akan keinginan 
rakyatnya, memiliki kemampuan verbal yang luar biasa, sehingga dapat 
mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada rakyatnya.  
Kehidupan suatu rakyat dapat berjalan secara teratur dan 
hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai, maka 
diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk 
mengomandoi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat 
peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan 
seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen. Bahkan jika ada 
tiga orang muslim melakukan perjalanan jauh, Rasulullah menganjurkan 
                                                             
1
Mahdi Zainuddin, Studi Kepemimpinan Islam (Yogyakarta: al-Muhsin, 2002), h. 15. 
 agar salah seorang mereka diangkat sebagai pemimpin, dan inilah 
merupakan gambaran bahwa sangat dibutuhkannya seorang pemimpin. 
Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan 
pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Sebagai Agama 
raḥmatān Lil  lam n Islam sarat akan aturan-aturan hukum yang menjadi 
acuan manusia dalam menjalani hidup. Dan adapun aturan dalam Islam 
dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pertama hubungan manusia 
dengan Tuhannya (hablun minallāh) dan hubungan manusia dengan 
sesama makhluk tuhan (ḥablun minannās) yang biasa disebut dengan 
muamalah.  
Kajian ini hanya akan membicarakan satu bagian dari macam 
hubungan yang kedua, yaitu muamalah, lebih khusus lagi tentang 
hubungan dalam kehidupan kenegaraan dalam bidang politik, hubungan 
bisa terjadi antar individu atau biasa juga antar kelompok, rakyat dengan 
rakyat atau rakyat dengan pemimpin. Terkait dengan ini ada banyak 
aturan yang sudah diberikan oleh Allah melalui al-Quran yang kemudian 
dipraktikkan Nabi saw. sehingga menjadi sunnah yang menjadi acuan 
dan harus diikuti oleh umat Islam. Di sisi lain, para pakar politik telah 
banyak mengeluarkan pikiran-pikiran yang kemudian terumuskan dalam 
salah satu disiplin ilmu tersendiri yang disebut ilmu politik atau ilmu 
pemerintahan. Para pakar Islam (ulama) juga sudah menetapkan aturan-
aturan tentang masalah politik ini yang kemudian dinamai ilmu politik 
Islam (al-Fiqh al-Syiyāsah atau al-Aḥkām al-Sultāniyyah).2 
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Marcel Boizard, Humanisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 9. 
 Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang 
sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan 
kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di 
dunia yang berperan mengomandoi dan mengarahkan umat manusia agar 
mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah.  
Adapun di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang 
mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut 
mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip 
yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, salah satunya 
ialah ketaatan kepada pemimpin
3
. 
Namun dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan 
hanya masalah lokal atau wilayah suatu negara saja pengangkatan 
seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik 
dunia. Apalagi dengan adanya sistem demokrasi, seorang pemimpin 
yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak dan hal 
ini lah yang menjadi problematika pada saat ini. 
Banyak contoh yang terdapat sekarang, salah satu contoh kecil 
yaitu pada negara Indonesia sekarang ini. Dimana orang yang layak 
menjadi pemimpin dapat dilengserkan, ini semua karena pengaruh 
politik ataupun hal-hal yang lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan 
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Muhammad Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta:UI press, 1993), h. 4. 
 orang yang tak masuk dalam ciri-ciri seorang pemimpin pun dapat 
menjadi seorang pemimpin. 
Persooalan ini banyak terjadi kerancuan, bahkan banyak juga yang 
bertentangan dengan syari‟at. Sebagaimana diketahui negara Indonesia 
merupakan negara dengan mayoritas pemeluk Agama Islam yang besar, 
namun riset membuktikan bahwa di Indonesia sendiri 40 % pemimpin 
daerahnya bukan dari kaum muslim. Salah satunya yaitu dengan 
kehadiran seorang bapak Ahok yang memimpin kota Jakarta yang 
notabene dia merupakan seorang non muslim. Sebagaimana diketahui 
negara Indonesia merupakan Negara dengan masyarkat beragama Islam 
terbesar di dunia, dan karena itu lah sehingga mendapat reaksi keras oleh 
segelintir orang karena tidak menyetujui dipimpin oleh orang non 
muslim, dan masi banyak lagi di daerah-daerah yang lain yang 
menyerupai kasus diatas. 
Sebelumnya pada tahun 1988 telah timbul timbul permasalahan 
serupa dengan adanya isu bahwa jendral LB Moerdani akan menjadi 
calon wakil presiden mendampingi pak harto isu tersebut memanas pada 
saat Gus Dur menjawab sebuah pertanyaan dalam sebuah seminar di 
Australia sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Syarif Mujar di dalam 
bukunya yang berjudul Presiden Non Muslim di Negara Muslim 
(Tinjauan dari Persfektif Politik Islam dan Relefansinya dalam Konteks 
Indonesia), “apakah Non Muslim bisa menjadi presiden di Indonesia dan 
siapa kira-kira calon pemimpin masa depan yang tepat untuk memimpin 
 Indonesia?. Saat itu Gus Dur menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi 
Indonesia seorang Non Muslim boleh menjadi Presiden di Indonesia dan 
salah satu yang paling tepat menjadi pemimpin masa depan Indonesia 
adalah Benny Moerdani.
4
 
Pernyataan Gus Dur itu dapat dipahami karena kepemimpinan itu 
bukan menyangkut Agama melainkan menyangkut tentang seluruh umat 
karena itu boleh jika Non-Muslim atau golongan manapun boleh menjadi 
pemimpin sepanjang ia memiliki kapabilitas di dalam mengelolah 
pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.   
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka perlu adanya 
pokok masalah yaitu Bagaimana kepemimpinan non-muslim di tengah 
mayoritas umat Islam dalam pandangan hukum Islam? 
 Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka melahirkan sub-sub 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan 
Non-Muslim di tengah mayoritas muslim? 
2. Bagaimana Pandangan Ulama dalam melihat fenomena 
Kepemimpinan Non Muslim? 
C. Pengertian Judul 
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 Agar penelitian ini dapat terarah kepada makna atau substansi 
yang diinginkan serta demi menghindari terjadinya kesalahpahaman 
dalam memahami judul penelitian ini, maka penting bagi peneliti untuk 
mengemukakan definisi tentang judul tersebut : 
1. Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan kata yang telah memiliki imbuhan 
dan dasar kata ini adalah pimpin, yang bermakna dibimbing atau 
dituntun.
5
Kepemimpinan adalah sikap pribadi yang memimpin 
pelaksanaan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun 
pengertian lain adalah merupakan suatu proses yang mempengaruhi 
aktifitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Banyak definisi yang menggambarkan asumsi bahwa 
kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang 
baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini, dengan sengaja 
mempengaruhi orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan 
hubungan dalam kelompok atau organisasi. Pemimpin adalah 
seseorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai 
kemampuan mempengaruhi pendapat orang atau kelompok orang 
tanpa menanyakan alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah 
seseorang yang aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, 
melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai 
tujuan bersama-sama. 
2. Mayoritas  
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 Pada awalnya, istilah mayoritas sebenarnya lebih dikenal 
sebagai konsep politik. Kelompok mayoritas atau kelompok dominan 
dalam suatu masyarakat merupakan kelompok yang memiliki control 
atau kekuasaan untuk mengontrol.
6
 Konsep tentang mayoritas juga 
sering kali dihubungkan dengan dominant culture. Dengan 
menggunakan analisis Gollnick dan Chinn. Konsep ini dipahami 
dalam sebuah aspek yang berhubungan dengan kehidupan, terutama 
dalam interaksi antarmanusia. Hidup dalam negeri yang memiliki 
suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai seperangkat nilai 
dan standar kehidupan yang mempengaruhi semua unsur kehidupan. 
Nilai-nilai seperti persaingan, individualisme, dan kebebasan, 
mungkin bagi kelompok dominan tidak berarti apa-apa. Mungkin 
pula kelompok dengan budaya dominan lebih mengutamakan etika 
kerja sebagai kunci sebuah peran untuk mengartikan norma dari 
kelompok dominan. 
3. Non Muslim 
Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim 
dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. 
Maka non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama 
Islam.
7
 Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh 
pemeluk agama selain Islam. Oleh karena Islam yang di bawa nabi 
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 Muhammad sebagai penyempurnaan Agama yang di bawa oleh Nabi 
dan Rasul sebelumnya, maka Agama Islam yang di bawa oleh Nabi 
Muhammad merupakan Agama Islam terakhir. Dengan demikian 
pengertian non muslim adalah pemeluk selain Agama Islam yang di 
bawa oleh nabi Muhammad. 
4. Hukum Islam 
Sama halnya dengan kajian al-Qur‟an dan hadis, jika kita 
memahami hukum Islam tanpa mengetahui latar belakang munculnya 
suatu hukum baik yang didasarkan pada al-Qur‟an dan sunnah 
maupun tidak akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung 
“ekstrem” bahkan terkadang merasa benar sendiri. Oleh karena itu, 
memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang 
pembentukannya menjadi penting agar kita tidak “keliru” dalam 
memahami hukum Islam. 
Hukum Islam dalam arti fiqih, fatwa, atau ketetapan, adalah 
produk pemikiran ulama secara individual. Oleh karena itu, 
mempelajari perkembangan fiqih atau fatwa berarti mempelajari 
pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala 
kemampuan yang dimilikinya.
8
 
Hasbi Ash Shiddieqi mendefinisikan, hukum Islam adalah 
koneksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari‟at atas 
kebutuhan masyarakat. Dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, 
istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, 
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 hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang 
tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau 
masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. 
Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat 
dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan 
berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rarul tentang tingkah laku 
mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua 
pemeluk Islam. Kedudukan hukum Islam sangat penting dan 
menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka, tidak 
terkecuali pemeluk Islam di Indonesia. Di sinilah, kata hukum Islam 
merupakan terjemahan-atau penjabaran- dari syariah dan fiqh 
sekaligus.
9
 
5. Umat Islam 
Secara etimologi merupakan bentuk fa’il (subyek / pelaku) dari 
kata kerja aslama – yuslimu – Islaman. Karena hanya sebagai subyek 
dari perbuatan Islam, maka pengertiannya tergantung pada pengertian 
Islam itu sendiri.
10
 
Apabila kata Islam secara bahasa berarti damai, menyerah, 
patuh, selamat, sejahtera dan sebagainya. Umat Islam pun secara 
bahasa berarti orang yang damai, orang yang menyerah, orang yang 
patuh, orang yang selamat, orang yang sejahtera dan sebagainya. 
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 Dalam istilah, Islam biasanya dirumuskan dalam dua arti, arti 
luas dan sempit. Dalam arti luas, Islam adalah Agama wahyu yang 
diturunkan kepada manusia melalui seluruh nabi, sejak Adam sampai 
Muhammad. Sedangkan dalam arti sempit, Islam adalah Agama yang 
diturunkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat melalui 
Nabi Muhammad. 
Dengan demikian, pengertian Umat Islam secara bahasa 
mempunyai arti sempit dan luas. Dalam arti luas, Umat Islam adalah 
orang yang memeluk Agama-agama yang diturunkan kepada seluruh 
nabi. Dan dalam arti sempit, Umat Islam adalah orang yang memeluk 
Agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.
11
  
D. Kajian Pustaka  
Dalam penelitian ini yang menjadi inti pembahasan adalah kajian 
tentang kepemimpinan non muslim. Pada dasarnya telah banyak 
literature yang membahas tentang kepemimpinan, namun yang 
mengkhusus kepempinan tentang non muslim sangat jarang di temukan, 
meskipun dalam karya-karya tersebut tidak menyebutkan atau tidak 
membahas secara spesifik kepemimpinan non muslim. 
Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan 
karya ilmiah, khususnya yang menyangkut dengan penelitian yang 
sedang diteliti dalam tulisan ini, peneliti telah menemukan sebuah karya 
ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang hukum tata negara. 
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 Seperti yang dikatakan Mahfud MD dalam bukunya Perdebatan 
Hukum Tata Negara beliau  mengatakan bahwa posisi syariat Islam di 
dalam tata hukum nasional merupakan sumber hukum materil yang dapat 
digabung secara eklektis dengan sumber-sumber hukum yang lain untuk 
kemudian menjadi sumber hukum formal. Hukum Islam tidak dapat 
secara eksklusif menjadi sumber hukum formal tersendiri, kecuali untuk 
hal-hal yang sifatnya pelayanan dalam hal-hal yang terkait dengan 
peribadatan seperti penyelenggaraan haji, zakat, dan sebagainya. Negara 
tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi Negara 
wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin 
melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.
12
 
Yudi Hartono mengatakan, dalam sejarah Indonesia tercatat 
bahwa relasi kuasa antara Agama dan Negara memperlihatkan hubungan 
yang simbiotik Negara menjadi pengayom bagi Agama-agama dan ada 
batas-batas yang jelas dalam kewenangan atau campur tangan Negara 
terhadap Agama maupun sebaliknya. Negara dan Agama berdasarkan 
fungsi dan perannya, menjadi relasi yang tidak saling menguntungkan 
secaara negative.
13
 
Di dalam tulisan Ibnu Sy r f Mujar banyak bercerita tentang 
kontroversi seputar presiden non-Muslim di Negara mayoritas Islam. 
Mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap 
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 pemimpin Non-Muslim. Pada akhirnya dia mencoba berbicara kontek 
dan relevansi pemimpin non-Muslim di Indonesia
14
. 
Wahyu Naldi dalam skripsinya mengenai penafsiran terhadap 
ayat-ayat larangan memilih pemimpin non-Muslim dalam al-Qur‟an, 
studi komparansi antara M.Quraish shihab dan Sayyid Qutub. Dia 
mengatakan bahwa penafsiran dari kedua tokoh tersebut relevan dengan 
konteks Indonesia pada saat ini karena masyarakat Indonesia yang 
majemuk dan prular yang bertumpu pada ideology Pancasila dan 
kesatuan.
15
 
Wahbah al-Zuhaili mengatakan, Rasulullah saw. tidak 
menjelaskan kepada manusia tentang mekanisme dan tata cara pemilihan 
khalifah. Hal ini memiliki hikmah yang sangat besar, yaitu membiarkan 
bidang ini tetap terbuka bagi kehendak umat sehingga lebih bebas untuk 
mengambil langkah yang bisa mewujudkan kemaslahatan, tanpa 
menentukan bentuk pemerintahan dan metode-metode pemilihan dan 
pengangkatan serta umat bisa bertindak dan mengambil langkah dengan 
segenap kebebasannya.
16
 
Berbeda dengan literature tersebut yang menjelaskan tentang 
hubungan Agama dalam Negara. Namun demikian literature tersebut 
tidak menjelasan dengan spesifik mengenai kepemimpinan apakah harus 
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 muslim atau non muslim juga bisa menjadi pemimpin, yang secara 
diketahui Negara Indonesia merupakan mayoritas muslim. Dan dalam 
literature-literatur tersebut belum mengkhusus pembahasan mengenai 
kepemimpinan non muslim dalam pandangan hukum Islam. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang 
bersifat deskriptif, dan untuk mencapai hasil yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan kajian ini dapat terlaksana 
dengan baik, sesuai prosedur keilmuan yang berlaku, maka perlu 
ditetapkan metode penelitian pustaka sebab hal tersebut merupakan 
kebutuhan yang cukup urgen. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan syar‟i, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan 
pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa 
khususnya mahasiswa fakultas syariah dan hukum sehubungan 
dengan penelitian ini. 
3. Sumber Data  
a. Data primer 
Data primer yang peneliti gunakan adalah al-Quran dan buku-
buku yang berhubungan dengan Hukum Islam dan Kepemimpinan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder yang peneliti gunakan adalah literature-literatur lain 
yang berhubungan dengan penelitian seperti: jurnal-jurnal dan artikel. 
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat 
kualitatif, oleh karena itu instrument kerjanya adalah kajian 
kepustakaan (library research), mengingat semua data yang menjadi 
acuan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis, baik 
dalam bentuk kitab, buku maupun media bacaan lainnya yang 
representatif serta relevan dengan objek pembahasan. Maka dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan al-Qur‟an sebagai sumber 
utama yang ditunjang dengan buku-buku keislaman dan buku-buku 
kepemimpinan serta artikel dan literatur-literatur yang berkaitan 
dengan hukum Islam. 
F. Tujauan dan Kegunaan 
Dari uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini diarahkan pada 
beberapa tujuan, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan non muslim di 
negara mayoritas umat Islam 
2. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang harus dimiliki 
seorang pemimpin 
3. Serta mengetahui hukum dari kepemimpinan non muslim.  
Selanjutnya melalui penjelasan dan deskripsi tersebut, diharapkan 
penelitian ini memberikan beberapa kegunaan dan manfaat diantaranya: 
1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul 
penelitian ini, sedikit banyaknya akan menambah wawasan dan 
khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian hukum Islam dan bisa 
menjadi sumbangsi bagi insan akademik serta bisa menjadi 
sesuatu yang memajukan lembaga pendidikan khususnya 
 fakultas syariah dan hukum baik di masa sekarang maupun di 
masa yang akan datang. 
2. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi penting bagi pemerhati kajian hukum Islam sekaligus 
sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam 
pendidikan ini sekaligus sebagai bahan pustaka di berbagai 
lembaga keilmuan. 
 BAB II 
TINJAUAN UMUM 
A. Pengertian Kepemimpinan 
1. Kepemimpinan 
Kepemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang 
mencoba untuk mendefinisikan tentang kepemimpin ini. 
Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” imbuhan Ke- akhiran An. 
Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-
orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka 
yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada 
hubungannya kepada kelompok, dan pemimpin harus pandai 
melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani dalam 
berperang).
17
 
Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan 
kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun 
fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu 
kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata 
maupun makna.
18
 
Istilah pemimpin dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal 
dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan 
kata kepemimpinan itu sendiri mempunyai makna cara untuk 
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 memimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin, atau ia 
ditunjuk menjadi pembimbing bagi yang menyetujuinya.
19
 
Pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki 
suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, 
dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini 
memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui 
pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.
20
 
Kehidupan manusia sebagai mahluk sosial mengharuskan 
adanya dua hal yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat 
dipisahkan. Bahkan adanya yang satu mensyaratkan adanya yang lain 
kedua hal tersebut adalah pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin 
itu adalah pemegang otoritas yang “menentukan”kebijakan dan 
menjalankannya di dalam wilayah kepemimpinannya untuk 
mengantar masyarakat yang dipimpinnya kearah yang lebih baik. Hal 
ini memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam 
kehidupan suatu masyarakat.
21
 
Perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa pemimpin itu 
mempunyai kewajiban untuk mempercayakan setiap urusan yang 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum kepada orang yang 
paling pantas untuk mengembang tanggung jawab tersebut. Dalam 
hubungan ini, Nabi pernah mengatakan “Barang siapa yang mendapat 
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 kepercayaan mengelola kepentingan umat Islam, lalu ia 
mempercayakan tanggung jawab pengaturan urusan tersebut kepada 
seseorang, pada hal ia mendapati orang lain yang lebih pantas untuk 
melaksanakan tugas itu, berarti pemimpin itu telah menghianati Allah 
dan Rasul-Nya”. Umar bin Khattab dalam suatu ucapannya yang 
ditujukan kepada anaknya, Abdullah bin Umar yaitu, siapa yang 
mengangkat seseorang untuk memangku jabatan yang berkenaan 
dengan urusan urusan umat Islam, lalu ia mengangkat orang yang 
disenanginya atau orang yang mempunyai hubungan kerab 
dengannya, (tidak berdasarkan atas kecakapannya) maka 
kepemimpinan itu telah menghianati Allah, Rasul Allah dan umat 
Islam.
22
 
2. Term Langsung Kepemimpinan 
a. Auliy  ءايلوا 
Kata ( ءايلوا )auliyā adalah bentuk jamak dari kata (يلو) )waliy. 
Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wauw, lam, 
dan ya‟ yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian 
berkembang makna-makna baru seperti pemimpin, penguasa, pembela, 
pelindung, yang mencintai, dan lain-lain. 
Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu 
yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekat 
dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam 
konteks ketakwaan dan pertolongan, auliyā‟ adalah penolong-penolong, 
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 apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang auliya‟ adalah 
ketertarikan jiwa, dan kalo dalam konteks ketaatan, waliy adalah siapa 
yang memerintah dan harus ditaati ketetapannya.
23
  
b. Trem Waliy  
Sesungguhnya yang disebut wali adalah wali Allah. Hal ini jelas-
jelas diterangkan dalam al-Quran. Seorang wali adalah manusia yang 
tidak pernah merasa takut dan gentar kepada apa dan siapa pun kecuali 
kepada Allah. Seorang wali adalah yang benar-benar beriman dan 
bertakwa. 
Wali bisa diartikan sebagai pemimpin. Bahkan Allah bisa 
dianggap sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Tentu saja yang 
dimaksudkan adalah Maha Pemimpin dan Maha Pembimbing yang 
memberi hidayah hidayah kepada hambaNya yang dikehendakinya. 
Sedangkan pemimpin orang-orang kafir adalah setan pernyataan ini 
sejalan dengan ayat al-Quran QS. al- Baqarah 257 berikut ini : 
 
 ِِۖسُّٕنٱ َٗنِئ ِذَُٰهُّظنٱ ٍَ ِي ىُُٓجِۡشخُٚ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ ُِّنَٔ ُهللَّٱ
 ِسُّٕنٱ ٍَ ِي ىََُُٕٓجِۡشخُٚ ُدُٕغَٰهطنٱ ُىُُْؤٓبَِٛنۡٔ
َ
أ ْآُٔشَفَك ٍَِٚزهنٱَٔ
 ٌَُٔذِهَٰخ بَِٓٛف ۡىُْ ِِۖسبُهنٱ ُتَٰحۡص
َ
أ َكِئَٰنُْٔأ ِِۗذَُٰهُّظنٱ َٗنِئ 
 
Terjemahnya : 
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan 
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 (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya
24
 
  
Jelaslah bahwa yang disebut Mahawali adalah Allah SWT. Lalu 
wali yang setingkat di bawah Allah itu siapa? Yaitu para Rasul dan 
orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman juga masih 
dibedakan, yaitu mereka yang bertakwa, menunaikan shalat dan 
mengeluarkan zakat secara ikhlas. Tidak ingin disanjung atau meminta 
balasan amalannya. Ibadah yang dilakukannya murni karena pengabdian, 
bukan karena”ongkos” atau imbalan.  
QS al-Maidah 55 
 ًٌَُِٕٛقُٚ ٍَِٚزهنٱ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱَٔ ۥُُّنُٕصَسَٔ ُهللَّٱ ُىُكُِّنَٔ بًََِهئ
 ٌَُٕعِكَٰس ۡىَُْٔ َحََٰكهزنٱ ٌَُٕرۡإَُٚٔ َحََٰههصنٱ 
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)
25
 
 
Jika memang demikian adanya, maka kita harus memilih wali 
(pemimpin) dari orang-orang yang beriman. Wali adalah pemimpin. Jika 
pemimpin umat itu dari orang munafik maka hancurlah umat ini. Orang 
muslim harus memilih wali yang benar-benar wali Allah, orang yang 
beriman. Jangan memilih wali orang Nasrani atau Yahudi. Sebab Allah 
telah memperingatkan kepada kita dalah Quran surah al-Mᾱidah ayat 51. 
Sesungghunya wali (pemimpin) itu erat kaitannya dengan cinta kasih. 
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 Memiliki pengertian cinta. Asal wali adalah cinta dan kekariban. 
Sedangan permususan karena rasa kebencian. Keadaan benci akan 
menjauhkan satu dengan yang lainnya. Karenanya, wali itu dinamakan 
wali karena kelestarian cinta dan ketaatan kepada Allah.
26
  
3. Term Tidak Langsung Kepemimpinan  
c. Khal fah ((فيلخ) 
Kata khal fah berasal dari akar kata فلخ yang berarti dibelakang, 
dari arti kata tersebut, lahir beberapa kata yang lain. yaitu, ةفيلخ 
(pengganti),khal f ( فلاخ ) yang artinya lupa atau keliru, dan khalafa 
(فلخ). 
Dalam al-Qur‟an terdapat perkataan khalīfah dalam bentuk 
mufrad, disebut sebanyak dua kali. yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 30 
dan QS. Sad ayat 26. Kemudian terdapat dua bentuk jamak yang 
menunjukkan banyak, yaitu dalam perkataan khalā‟if  yang disebut 
sebanyak empat kali. Yaitu dalam QS. al-An‟am ayat 165, QS. Yunus 
ayat 14,73, dan QS. Fatir ayat 39. dan perkataan khulafa‟ disebut 
sebanyak tiga kali dalam QS. al-A‟raf ayat 69, 74 dan QS. an-Naml ayat 
62.
27
 
Dalam pandangan kaum muslimin, khal fah adalah kepemimpinan 
umum dalam urusan Agama dan dunia menggantikan Nabi saw. Menurut 
Ibn Khaldun yang dikutip oleh Ali Abd ar-Raziq menjelaskan: “Kh lᾱfah 
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 dengan demikian hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara‟ dalam 
menjaga Agama dan politik dunia.
28
 
Al-Qur‟an sendiri, kata khal fah disebut pada tiga konteks. 
Pertama, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. Konteks 
ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan khal fah di atas bumi ini 
bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep 
yang ditetapkan oleh Allah. Kedua, dalam konteks pembicaraan tentang 
Nabi Daud as. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi 
khal fah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. 
Ketiga, siapapun yang memegang kekuasaan dan menggunakan 
kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, 
maka dengan sendirinya ia menjadi khal fah.29 
Melihat penggunaan kata khal fah dalam beberapa ayat tersebut, 
dapat dipahami bahwa kata ini lebih dikonotasikan pada pemimpin yang 
diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam 
mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khal fah tidak boleh berbuat 
sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya. 
Khalῑfah memiliki kedudukan tertinggi dalam Negara Islam dan 
merupakan wakil rakyat, yang ditugaskan memegang pimpinan 
pemerintahan untuk mewujudkan ketenteraman dan keselamatan yang 
dicita-citakan oleh rakyat. Sebagai instansi yang tertinggi dalam Negara, 
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 maka di bawah dan di sampingnya badan-badan lain yang menjalankan 
pekerjaan pemerintahan.  
Sebagai wakil mutlaq dari seluruh rakyat, ia adalah sebagai 
Kepala Negara. Kedudukannya adalah di bawah hukum undang-undang 
(hukum abadi dan hukum nazari), dan di bawah Ulil al-amr sebagai 
majelis permusyawaratan rakyat. Ia memimpin dan mengepalai 
kekuasaan eksekutif, ia menetapkan undang-undang Negara bersama-
sama dengan perwakilan rakyat sebagai badan legislatif dan 
disampingnya bekerja badan-badan kehakiman sebagai badan pemegang 
keadilan. Karena ia dipercaya melaksanakan kedaulatan tertinggi dalam 
Negara yang menjadi milik rakyat, maka tugas dan kewajiban pertama 
khalῑfah adalah mewujudkan hak-hak rakyat dan memberikan keamanan, 
serta keselamatan. 
Menurut cerita Sufyᾱn bin Abi Audya, khalῑfah Umar bin Khattab 
pernah bertanya di tengah-tengah rakyatnya: 
- “Apakah saya ini seorang khalῑfah ataukah seorang raja?? 
Seseorang hadirin menjawab: 
- Hai kepala Negara Islam! Antara keduanya memang ada 
perbedaan” 
Baginda bertanya :”Apakah perbedaannya? 
Jawabnya: “ seseorang khalῑfah tentu tidak mengambil suatu hal 
dan tidak juga meletakkannya, melainkan pada tempat yang berhak juga. 
Sedangkan seorang raja adalah menganiaya rakyat, mengambil hak 
mereka semaunya, dan memberikan semaunya juga.
30
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 d. Imamah  
Kata-kata imᾱm dalam al- Quran baik dalam bentuk mufrad 
/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-idhofah-kan tidak 
kurang dari 12 kali di sebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam 
menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-
kadang dipakai untuk seorang pemimpin suatu kaum.
31
 Di kalangan 
Syi‟ah imᾱm ialah shahῑbul hak as-syar’iy yang di dalam undang-undang 
modern de jure baik yang langsung memerintah ataupun tidak. Adapun 
lafal khalῑfah, maka dia mula-mula menunjukkan kepada yang 
mempunyai kekuasaan dalam kenyataan, walaupun tidak berhak, yang 
pada masa sekarang di namakan de facto.
32
 
 sebagaimana firman Allah: QS. al-Isr ‟ ayat 71 
 ۦًَُِِِِّٛٛث ۥَُّجَٰزِك َٙ ِرُٔأ ًٍََۡف ِۡۖىًَِِٰٓيِاِث ِۢسبََُأ همُك ْإُعۡذََ َوَٕۡٚ
 ۡىَُٓجَٰزِك ٌَُٔءَشۡقَٚ َكِئَٰنُْٔأَف  ٗلِٛزَف ًٌََُٕهۡظُٚ لََٔ  
Terjemahnya : 
(Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat 
dengan pemimpinnya; dan barang siapa yang diberikan kitab 
amalannya di tangan kanannya maka mereka ini akan membaca 
kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.
33
  
Selanjutnya ketika memberikan definisi yang tepat mengenai 
imᾱmah al- Iji berkata : 
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 “Imᾱmah adalah Negara besar yang mengatur urusan –urusan 
Agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa 
imᾱmah adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan 
Agama.
34
 
Secara linguistik kata imamah berasal dari amma-yaummu-
imᾱmatan yang mempunyai arti pimpin atau orang yang diikuti. 
Sedangkan secara istilah para pakar hukum Islam mendefenisikan 
dengan beragam. Al- Mawardi memposisikan al-Imᾱmah sebagai tugas 
pengganti kenabian dalam menjaga dan memelihara masalah Agama 
serta urusan keduniaan. At Tafani mendefenisikan dengan pemimpin 
tertinggi Negara yang bersifat universal dalam mengatur urusan Agama 
dan keduniaan. Ibnu Kaldun mengatakan Imᾱmah adalah muatan seluruh 
komunitas manusia yang sesuai dengan pandangan syariat guna 
mencapai kemaslahatan mereka baik di dunia dan akhirat. Dari beberapa 
defenisi ini dapat disimpulkan bahwa imᾱmah adalah kekuasaan tertinggi 
dalam Islam yang bersifat menyeluruh dalam memelihara Agama dan 
pengaturan system keduniaan dengan berasaskan syariat Islam dan 
pencapaian maslahat bagi ummat di dunia dan akhirat.
35
 
e. Am r زيمأ  
Hanya saja bila merujuk ke al-Qur‟an tidak pernah ditemukan, 
yang ada hanya kata Ulilamri yang mengarah kepada makna pemimpin, 
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 meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulilamri tersebut. 
Ada yang menafsirkan dengan kepala Negara, pemerintah dan ulama. 
Bahkan orang-orang syi‟ah mengartikan Ulilamri dengan im m-im m 
mereka yang ma’sūm.36  
Kata Ulul amr adalah susunan dari dua suku kata yaitu ulu dan 
amr. Kata ulu  diartikan dengan yang punya, yang memiliki, misalnya 
dalam kata Ulil al quwwah yang berarti memiliki kekuatan, ulil al bᾱb 
berarti yang mempunyai pikiran. Kata ini terambil dari huruf-huruf kata 
ini merupakan bentuk kata dari yang berarti wall, wakil, atau yang 
memiliki. Kata ini di jumpai dalam al-Quran sebanyak 47 kali dengan 
berbagai macam kata pasangannya.  
Sementara kata al-amr berarti urusan, perkara dan semacamnya. 
Kata ini di jumpai dengan bentuk tunggal dan jamaknya dalam al- Quran 
169 kali. Kata ini mempunyai makna semantik yang banyak. Ia dapat 
berarti hari kiamat, hari akhir, Agama Islam, perintah, perkara secara 
umum.
37
 
f. Ra‟ a  
Term ar-Rā‟in pada dasarnya berarti penggembala yang bertugas 
memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan 
maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dengan 
perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, 
karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas 
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 penggembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang 
yang dipimpinnya. 
Hal ini berarti bahwa ketika kata pemimpin disebut dengan term 
ar-Rā‟in maka itu lebih dikonotasikan pada makna tugas dengan 
tanggung jawab pemimpin tersebut. Lebih jauh lagi, term riayah yang 
merupakan salah satu bentukan dari akar kata  ىعر  hanya ditemukan satu 
kali dalam al-Qur‟an, yakni pada QS. al-Hadid ayat 27. Di dalam ayat 
tersebut, kata riayah dihubungkan dengan kata ganti atau dhamir اه yang 
merujuk pada kata بهرةينا . Menurut al-Asfahani, kata ini berarti takut 
yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. 
Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus 
memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya 
dilakukan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri 
dan orang yang dipimpinnya.
38
 
B. Non Muslim 
1. Pengertian Non Muslim  
Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim 
dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. 
Maka non muslim berarti orang yang tidak atau bukan beragama 
Islam.
39
 Pengertian non muslim mempunyai makna bahwa seluruh 
pemeluk agama selain Islam. Oleh karena Islam yang di bawa nabi 
Muhammad sebagai penyempurnaan Agama yang di bawa oleh Nabi 
dan Rasul sebelumnya, maka Agama Islam yang di bawa oleh Nabi 
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 Muhammad merupakan Agama Islam terakhir. Dengan demikian 
pengertian non muslim adalah pemeluk selain Agama Islam yang di 
bawa oleh nabi Muhammad. 
2. Agama- agama Non Muslim 
a. Yahudi  
Kata Yahudi adalah istilah yang memiliki sejarah yang akan di 
jelaskan secara singkat, nama Yahudi ini memiliki pengertian yang 
bersifat umum, yaitu Yahudi adalah istilah yang diberikan kepada setiap 
orang yang meyakini Agama Yahudi, mempercayainya dan 
melaksanakan ritualnya. Dengan demikian maka Yahudi mengandung 
pengertian murni Agama. Sedangkan pengertian khusus, Yahudi 
mengisyaratkan kecenderungan kepada aliran politik dan geografis 
tertentu, yaitu kerajaan Yahuda yang berada di selatan.
40
 
Tidak diketahui dengan pasti kapan Agama Yahudi mulai masuk 
ke jazirah Arab. Namun para ahli sejarah seperti A.Guillaume 
mengemukakan tiga kemungkinan waktu masuknya Agama Yahudi ke 
jazirah Arab, yaitu : 
Abad ke 8 SM. Pada abad ini diketahui ada orang Yahudi di Arab 
pada masa kejatuhan Samaria tahun 721 SM., tetapi dugaan ini tidak 
begitu kuat karena hampir di pastikan bahwa koloni mileter di Aswan, 
sebelah utara Mesir didirikan setelah kejatuhan Samari. 
Abad ke 6 SM, abad ini ditandai dengan penyebaran besar-besaran 
orang Yahudi ke berbagai wilayah. Di abad ini terdapat perkampungan 
orang Yahudi yang besar di Mesopotamia. 
                                                             
40
Syamsudhuha Saleh, Agama Yahudi (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 25. 
 Abad ke 1 dan 2, yaitu ketika orang Roma begitu keras menekan 
orang Yahudi di Palestina, kemudian melarikan diri dan di terima dengan 
baik oleh orang Arab.yang ketiga ini oleh Guillaume dianggap lebih 
cepat.
41
    
Agama Yahudi masuk ke wilayah selatan Arab (Yaman) karena 
banyak pedagang Yahudi masuk ke daerah ini bahkan ada yang tinggal 
menetap. Yaman ketika itu diperintah oleh suku Himyar. Salah seorang 
rajanya adalah Dzu Nuwas memeluk Agama Yahudi. Akan tetapi Agama 
ini menjadi Agama kerajaan kemudian dihancurkan oleh Najasy yang 
beragama Kristen atas dukungan raja Bizamtium. Abraha salah seorang 
pemberani pasukan Najasy mengambil alih kekuasaan dan memerintah 
di saat kelahiran nabi Muhammad. Abraha dengan pasukannya pergi ke 
Mekah ingin menghancurkan ka‟bah.42 
b. Nasrani  
Agama Nasrani ialah agama yang dikembangkan oleh yesus dari 
Nazaret yang kita namai Nabi Isa. Kita juga sebut Agama Kristen ialah 
Agama kristus. Menurut Encyclopedia Britannica maka Crist itu artinya 
Mahdi yang dimaksudkan oleh pujaan (prophecy)-nya Yahudi atau raja 
atas kemauan Tuhan. Menurut Dee Chrosse Brockhauss, itu artinya 
penebus dosa manusia, penjelmaan Tuhan sendiri (die offenbarung 
Grottes). Susah sekali kalau tidak mustahil memberi defenisinya Agama 
Nasrani kalau tidak mesti dicari pada bermacam-macam mazhabnya 
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 (sects); buat Orhtodox Kristen (kolot), tulisan dan lisan kitab Injil 
diambil bulat mentah begitu saja. Satu pusat atau kata saja disangsikan 
maka sarinya sama dengan menyangsikan seluruh kitab Injil dan 
seterusnya sama dengan menyangsikan esanya Tuhan. Jadi kata ayat dan 
pasal yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan, bisa 
menyembuhkan dan menghidupkan yang mati, bisa terbang dan berjalan 
diatas air, hidup kembali sesudah mati berjumpa pengikutnya, semuanya 
ini buat Kristen Orhtodox bukan kiasan melainkan bukti bulat mentah. 
Jadi pemandangan yang memperhubungkan Nabi Isa dengan 
masyarakat Yahudi, memperhubungkan Agamanya dan pahamnya Nabi 
Isa dengan Agama dan ciptaan atau idaman Yahudi, pemandangan yang 
mengaku bisa adanya pengaruh pada dan perubahan dalam Agama 
Kristen itu mesti ditolak mentah-mentah pula. Nabi Isa menurut mereka 
ialah anak Tuhan, yang dikirimkannya ke dunia fana ini, sebagai janji 
pada bani Israel, buat menebus dosa manusia. Sifat dan kodratnya Nabi 
Isa menurut paham ini tentulah sifat dan kodratnya Tuhan. Di sini 
kegaiban Isa dipilangkan pada ke Tuhanan dan sebaliknya kegaiban 
Tuhan itulah yang dijelmakan oleh kegaiban Isa. Kristen semacam ini 
terdiri dari Kristen Timur (Rusia) dan Katolik Roma, pendeknya dari 
sebagian besar dari pengikut Agama Nasrani akan bersoal jawab dengan 
Kristen semacam ini, yang juga besar pengaruhnya di Indonesia tentulah 
pengikut saudara kita di Toba Batak atau di Borneo Dayak ataupun di 
Papua yang mengikuti Agama Nasrani itu, juga pertama tiada 
 mengutamakan akal logika, dialektika atau bukti. Ditengah masyarakat 
Islam tuan Pendeta, walaupun dibelakangnya ada meriam dan tank dan 
di atas kepalanya ada paying pelindung ialah garuda “Imperialisme” 
tiada bisa mengembang sayapnya atau kukunya. Lebih dari 1300 tahun 
Muhammad saw. sudah menyanggah keTuhanan Isa, dengan begitu ia 
sanggah ke Esaan Tuhan. Bertentangan dengan Kristen Kolot pada 
masyarakat Borjuis Barat juga pada pihak kanan sekali kita dapati di 
zaman ini ahli filsafat Friederich Nietsche. Ahli filsafat ini bulat mentah 
tolak semua barang dan perkara yang berhubungan dengan Nabi Isa itu. 
Dianggap sebagai satu kelemahan manusia, tetapi bisa menarik dan 
menjerumuskan. Di Barat Niesche seperti anti Kristus. Kaum Nazi 
menganggap Kristus dan Agamanya seperti ciptaan dan impian 
yudentum.
43
    
c. Hindu  
Di India, Agama Hindu sering disebut dengan nama sanathana 
Dharma, yang berarti Agama yang kekal atau Waidika Dharma, yang 
berarti Agama yang berdasarkan kitab suci Weda. Menurut para sarjana, 
Agama tersebut terbentuk dari campuran antara Agama India asli dengan 
Agama atau kepercayaan bangsa Arya. 
Sebelum kedatangan bangsa Arya, di India telah lama hidup 
bangsa-bangsa Dravida yang telah mencapai suatu tingkat peradaban 
yang tinggi sebagaimana dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang 
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 dilakukan terhadap wilayah Lembah indus. Peradaban lembah ini dalam 
satu segi juga menunjukkan gambaran keagamaan yang ada pada waktu 
itu yang tetap dapat dilacak dalam agama Hindu sekarang ini.
44
 
Secara garis besar perkembangan Agama Hindu dapat dibedakan 
menjadi tiga tahap. Tahapan pertama sering disebut dengan zaman 
Weda, yang dimulai dengan masuknya bangsa Arya di punjap sehingga 
munculnya Agama Budha. Pada masa ini dikenal adanya tiga periode 
agama yang disebut dengan tiga periode agama penting (tiga Agama 
besar). Ketiga periode ini adalah periode ketika bangsa Arya masih 
berada di daerah Punjab (1500-1000 SM). Agama dalam periode 
pertama lebih dikenal sebagai Weda kuno atau Agama Weda samhita. 
Periode kedua ditandai oleh munculnya Agama Brahmana, dimana para 
pendeta sangat berkuasa san terjadi banyak sekali perubahan dalam 
hidup keagamaan (1000-750 SM). Perubahan tersebut lebih bersifat dari 
dalam Agama Weda sendiri dibanding perubahan karena penyesuaian 
Agama Weda dengan kepercayaan-kepercayaan yang berasal dari luar. 
Agama Weda pada periode kedua ini lebih dikenal dengan nama Agama 
Brahmana. Periode ketiga ditandai oleh munculnya pemikiran-pemikiran 
kefilsafatan ketika bangsa Arya menjadi pusat peradaban sekitar sungai 
Gangga (750-500 SM). Agama Weda periode ini dikenal dengan Agama 
Upanishad. 
Tahapan kedua adalah tahapan zaman Agama Budha, yang 
mempunyai corak yang sangat lain dari agama Weda. Zaman Agama 
                                                             
44
AG. Honig, JR, Ilmu Agama l, di Indonesiakan oleh Soesastro dan Sugiarto (Jakarta: 
Gunung Mulia, 1992), h. 77-89.  
 Budha ini diperkirakan berlangsung antara 500 SM – 300 M. tahapan 
ketiga adalah apa yang dikenal sebagai zaman Agama Hindu, 
berlangsung sejak 300 M hingga sekarang.
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d. Buddah 
Tentang Agama Buddha, diyakini bahwa Agama ini memasuki 
Indonesia lewat interaksi yang lebih popular. Misionaris Buddha 
mengunjungi istana-istana di Indonesia, menghutbahkan ajaran mereka, 
lalu mengajak para penguasa dan keluarganya untuk pindah ke Agama 
mereka. Melalui bentuk pengajaran seperti ini, mereka dapat mendirikan 
tatanan kependetaan. Lebih jauh, pendeta –pendeta dari India juga 
mengatur pengiriman kelompok-kelompok orang Indonesia yang telah 
beralih Agama tadi untuk mengunjungi biara-biara Buddha di India. Saat 
mereka kembali orang Indonesia pemeluk Agama Buddha tadi 
mempromosikan ajaran dan filosofi Buddha. Yang cukup menarik, tidak 
lama setelah kegiatan misionaris ini berjalan, Agama Buddha hamper-
hampir menghilang dari tempat asalnya, tetapi sebelumnya ia telah 
diperkenalkan, diajarkan dan berakar di berbagai tempat, termasuk 
Indonesia.
46
 
Dalam bidang keagamaan, Buddha Mahayana dan Hindu, 
termasuk Syaivisme dan Vaisynavisme, dipandang sebagai praktik-
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 praktik spiritual yang paling dominan di kalangan penduduk. Meskipun 
memiliki konflik kepentingan yang sama, baik Agama Hindu maupun 
Buddha telah melewati proses sinkretisasi. Sinkretisme Buddha 
Syiwajelas dapat diamati di tulisan suci Jawa Smaradahana Hyang 
Kamahayanikan, yang berusaha untuk mensinkretisasi dewa Trimurti 
Hindu dengan dewa-dewa Buddha Mahayana. Sehubungan dengan ini, 
R.C. Majundar menyatakan bahwa gabungan antara Syiwa dan Buddha 
merupakan ciri Agama masyarakat Jawa. Bahkan dalam teologi Hindu 
Bali modern, Buddha dianggap sebagai adik Syiwa.
47
 
e. Ateisme 
Ateisme adalah suatu paham yang tidak mengakui tuhan itu ada, 
atau yang mengakui tuhan itu tidak ada.
48
  
Indonesia atheist berdiri pada tahun 2008 melalui jaringan 
internet. Tujuan dari didirikannya komunitas ini yakni ada dua factor, 
yang pertama, Indonesia Atheist bertujuan untuk menghimpun sesame 
ateis dan agnostic. Kedua, ingin menjembatani dialog antara ateis dan 
teis di Indonesia dan mencoba meluruskan pemahaman tentang teis yang 
berkembang di masyarakat. Hingga saat ini Indonesia atheist memiliki 
anggota resmi yang terdaftar melalui uji seleksi sebanyak 1.453 anggota 
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 terdiri dari berbagai latar belakang pemikiran, diantaranya atheist murni, 
agnostic, panties, deis, dan free thinker.
49
 
Ateis merupakan antonim dari Ateis, yang berarti percaya akan 
keberadaan Tuhan atau bisa disebut sebagai masyarakat kitab (wahyu), 
yaitu masyarakat yang berpijak pada norma kewahyuan yang bersal dari 
Dzat transender, yakni Tuhan. Dalam formulasi arkoun, defenisi 
masyarakat kitab kitab memiliki wilayah tersendiri, yaitu masyarakat 
yang berpedoman pada tiga Agama semit (Yahudi, Kristen, dan Islam). 
Kelompok atheist (anggota IA) yang aktif berdiskusi didalam 
forum ABAM terbilang sangat minim dibanding dengan jumlah anggota 
yang berada pada forum tersebut, hal ini tercermin pada setiap thread 
(topic bahasan) baru yang muncul hanya dijawab oleh beberapa 
narasumber yang sama dengan berbagai macam pertanyaan yang 
dilontarkan oleh kelompok teis. Kelompok teis di dalam forum tersebut 
kerap melontarkan pertanyaan yang bersifat teologis. Diantara 
pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul antara lain seperti, “mengapa 
atheist tidak setuju/menentang Agama? Jika Tuhan tidak ada dari mana 
adanya alam semesta? “tanpa Agama, apa landasan moral Atheist? Dan 
pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih komlpeks.
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f. Khonghucu 
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 Agama Khonghucu adalah Agama yang dalam istilah aslinya 
disebut Rujiao, yang artinya Agama bagi orang-orang lembut hati, 
terpelajar, dan terbimbing dalam pengetahuan suci. Oleh karena peranan 
besar nabi Kongzi dalam menyempurnakan Agama ini, maka kemudian 
orang lebih mengenalnya dengan sebutan Agama Khonghucu. 
Rujiao atau Agama Khonghucu sudah ada jauh sebelum nabi 
Kongzi dilahirkan. Rujiao sudah ada dan mulai dirintis sejak zaman Nabi 
purba atau raja suci Tang Yao, yaitu tahun 2357-2255 SM. Dan raja suci 
Yu Shun, tahun 2255-2205 SM. Tang yao dan Yu Shun inilah yang 
kemudian dikenal sebagai bapak Rujiao, karena mereka berdualah yang 
telah merintis dan meletakkan dasar-dasar ajaran Rujiao, yang diteruskan 
dan dikembangkan oleh nabi-nabi selanjutnya sampai kepada nabi 
Kongzi sebagai penggenap dan penyempurna ajaran Rujiao tersebut. 
Bila ditinjau dari sebutan aslinya kata Ru dibangun dari dua 
radikal huruf, yaitu : Ren yang berarti manusia, dan Xu yang artinya 
perlu. Jadi kata Ru bisa bermakna “yang diperlukan manusia”. 
Hal ini menunjukkan sikap rendah hati, kejujuran dan kelurusan 
hati nabi Kongzi dalam mengembangkan ajaran yang dibawakannya. 
Seperti telah kita ketahui bahwa ajaran Rujiao (Agama Khonhucu) 
sudah ada sejak 5000 tahun. Di awali dengan nabi purba Fu Xi (2953-
2838 SM).
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 C. Kepemimpinan Non Muslim  
Dari pengalaman beberapa negara mayoritas Muslim yang satu 
dan yang lainnya ternyata menerapkan aturan yang berbeda dalam hal 
ini. Menurut catatan H.M. Mujar Ibnu Syarif, Sebagian besar negara-
negara mayoritas Muslim yang ada di dunia, semisal Tunisia, al-Jaza‟ir, 
Mesir, Suriah, Bangladesh, Iran, Yordania, dan Malaysia, misalnya, 
sama-sama menetapkan presiden atau kepala negaranya haruslah seorang 
yang beragama Islam. Karena itu, di negara-negara tersebut, non-Muslim 
tidak dapat menjadi presiden. Hanya sebagian kecil saja di antara negara-
negara mayoritas Muslim yang ada di dunia saat ini, yang di samping 
membolehkan, juga pernah dipimpin seorang presiden non-Muslim. 
Dalam konteks ini, ada tiga Negara yang dapat ditunjuk sebagai 
contohnya, yaitu: Nigeria, Senegal, dan Libanon. Nigeria yang 76 persen 
penduduknya beragama Islam, pernah dipimpin seorang presiden yang 
beragama Kristen, yakni Olusegun Obasanjo. Satu hal yang sangat 
menarik dari Olusegun adalah, sekalipun beragama Kristen, ternyata ia 
berhasil menjadi presiden Nigeria yang mayoritas Muslim itu selama tiga 
periode, yakni periode 1976-1979, periode 1999-2004, dan periode 
2004-2007. Pada periode ketiga, Olusegun Obasanjo terpilih kembali 
sebagai presiden Nigeria dengan mengalahkan rival terdekatnya, 
Muhammad Buhari. Ia unggul dalam pemilu presiden Nigeria tahun 
2004 dengan memenangkan 62 % suara. 
 Sama seperti Nigeria, Senegal yang 91 % penduduknya beragama 
Islam juga pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen 
Katolik, yakni Leopold Sedar Senghor (1980- 1988). Yang lebih unik 
lagi adalah Libanon. Libanon yang 75 persen penduduknya beragama 
Islam, sejak tahun 1943 selalu dipimpin seorang presiden yang beragama 
Kristen. Penyebab mengapa Libanon selalu dipimpin seorang presiden 
Kristen adalah karena pada tahun 1943 Libanon menyetujui Pakta 
Nasional (al-Mitsaq al-Wathani) yang berisi ketetapan presiden Libanon 
harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri Muslim Sunny, Juru 
Bicara Parlemen Muslim Syi‟ah, Menteri Pertahanan Muslim Druze, dan 
Menteri Luar Negeri Kristen Ortodok Yunani. Karena Pakta Nasional 
tersebut masih diberlakukan, maka hingga detik ini yang bisa menjadi 
presiden Libanon hanyalah seseorang yang beragama Kristen Maronite.
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 BAB III 
KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM PANDANGAN 
HUKUM ISLAM 
A. Hukum Menurut al-Qur’an  
QS. al- Maidah/5: 51. 
 ََٰشَٰصُهنٱَٔ َدَُٕٓٛۡنٱ ْأُِزخهزَر لَ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ بََُّٓٚأَٰٚ
 ۥَُّهِاَف ۡىُكُ ِي ىُٓهنََٕزَٚ ٍَئَ ٖۚ ضۡعَث ُءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ ۡىُُٓضۡعَث َِۘءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ
 ًٍَِِٛهَٰهظنٱ َوَٕۡقۡنٱ ِ٘ذَۡٓٚ لَ َهللَّٱ ٌهِئ ِۡۗىُُِٓۡي 
 
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); 
sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. 
Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi 
pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 
mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada 
orang-orang yang zalim.
53
 QS. al-Maidah/5: 51. 
Tafsir al-Mishbah jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani  
atau siapapun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, yakni lebih 
suka mengikuti hukum jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan 
bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah 
diturunkan Allah, maka hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
menjadikan orang- orang Yahudi dan Nasrani serta siapa pun yang 
bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka 
sebagai Auliya’, orang- orang dekat. Sifat mereka sama dengan 
kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu. Karena itu, wajar jika 
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 sebagian mereka adalah auliya’ yakni penolong bagi sebagian yang lain 
dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka dalam hal ini sama, 
walau Agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. Barang 
siapa diantara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu 
sebagai auliya’ maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari 
kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni 
tidak menunjuki dan tidak mengantar, kepada orang-orang yang zalim 
menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.
54
 
Kata ( اوذّختت ) tattakhidz kamu mengambil terambil dari kata ( ذخا 
)akhadza, yang pada umumnya diterjemahkan mengambil, tetapi dalam 
penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai 
dengan kata atau huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata 
yang disebut sesudahnya katakanlah “buku” maknanya “mengambil”, 
jika “hadiah” atau “persembahan”, maknanya “menerima”, jika 
“keamananya” berarti “dibinasakan”. Kata ( ذّختا ) ittakhadza dipahami 
dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu 
yang lain. Nah, jika demikian, apakah ayat tersebut melarang seorang 
muslim mengandalkan non-Muslim. Dalam al-Qur’an dan Terjemahnya 
oleh Tim Departemen Agama, kata auliya’ diterjemahkan dengan 
pemimpin-pemimpin. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak 
sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata ( ءايلوا ) auliy ‟ 
adalah bentuk jamak dari kata ( ويل  ) waliy. Kata ini terambil dari akar 
                                                             
54
M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur’an (Vol; III, 
Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 149. 
 kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya‟ yang makna dasarnya 
adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, 
seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, 
dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan.itu 
sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi waliy anak 
perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang 
amat taat dan tekun beribadah dinamai waliy, karena dia dekat dengan 
Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka 
selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan 
mereka juga dapat dinamaiwaliy. Demikian juga pemimpin karena dia 
seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa 
semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh 
kataauliyā’.55  
Larangan menjadikan non-Muslim menjadi auliyā’, yang disebut 
ayat diatas, dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain: 1) 
pada larangan tegas menyatakan janganlah kamu menjadikan orang-
orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. 2) Penegasan 
bahwa sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. 3) 
Ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia 
termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.
56
 
 Tafsir fi Zilalil Qur‟an  ada baiknya kami jelaskan terlebih dahulu 
makna kata “walayah/wilayah” yang Allah melarang orang-orang 
beriman untuk melakukan hal ini antara mereka dan orang-orang Yahudi 
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 dan Nasrani. Sesungguhnya yang dimaksud dengan walayah atau 
wilayah ini ialah saling memberi kesetiaan dengan mereka, dan tidak 
terikat dengan makna mengikuti Agama mereka. Karena sangat jauh 
kemungkinannya orang Muslim mengikuti orang-orang Yahudi dan 
Nasrani di dalam beragama. Yang ada adalah saling memberikan 
loyalitas dan saling membantu. Hal ini merupakan masalah yang 
samar/kabur bagi kaum muslimin sehingga mereka menyangka masalah 
ini diperbolehkan bagi mereka dengan alasan demi kepentingan bersama. 
Atau dengan alasan bahwa sudah terjadinya kerjasama antara mereka 
dan kaum Yahudi sebelum Islam dan pada masa-masa permulaan 
menegakkan Islam di Madinah. Toleransi Islam terhadap Ahli Kitab 
adalah suatu persoalan, sedang menjadikan mereka sebagai pemimpin 
adalah persoalan lain. Tetapi, keduanya menjadi kabur bagi sebagian 
kaum muslimin yang belum matang dan belum lengkap pengetahuannya 
terhadap hakikat Agama dan fungsinya dengan sifatnya sebagai gerakan 
manhajiah yang realistis. Yakni gerakan yang bertujuan untuk 
mewujudkan realitas di bumi sesuai dengan pandangan Islam. Yang 
tabiatnya berbeda dengan semua pola pandang yang dikenal oleh 
manusia. Karena itu, ia berbenturan dengan pandangan-pandangan dan 
peraturan-peraturan yang bertentangn dengannya. Hal ini sebagaimana ia 
berbenturan dengan syahwat manusia, serta penyimpangan dan 
penyelewengan dari manhaj Allah. Juga sebagai mana ia memasuki 
medan peperangan yang tidak dapat dihindari, untuk mewujudkan 
realitas baru yang dikehendaki, dan terus bergerak kesana secara aktif. 
Orang-orang yang tidak jelas bagi mereka hakikat ini berkurang 
 kepekaannya terhadap hakikat akidah, dan berkurang pula 
kecerdasannya terhadap tabiat peperangan ini dan sikap Ahli Kitab 
terhadapnya. Mereka lupa terhadap arahan-arahan al-Quran yang jelas 
dan gambling. Lalu mereka campur adukkan antara ajakan Islam untuk 
bersikap lapang dalam bergaul dengan Ahli Kitab dan berbuat baik 
kepada mereka di dalam masyarakat muslim tempat mereka hidup dan di 
jamin hak-haknya dengan wala’ loyalitas, yang tidak boleh dilakukan 
kecuali kepada Allah, RasulNya, dan sesame muslim dengan melupakan 
apa yang telah ditetapkan oleh al-Quranul Karim bahwa kaum ahli kitab 
itu bantu-membantu satu sama lain di dalam memerangi kaum muslimin. 
Hal ini sudah menjadi sesuatu yang baku bagi kaum ahli kitab. Mereka 
membenci kaum muslimin karena keislamannya. Mereka tidak akan rela 
terhadap kaum muslimin kecuali jika kaum muslimin meninggalkan 
Agamanya dan mengikuti Agama mereka. Mereka terus menerus 
memerangi Islam dan kaum muslimin. Telah tampak kebencian dari 
mulut mereka sedang yang tersimpan di dalam dada mereka lebih besar 
lagi. Juga lain-lain identitas yang telah ditetapkan dan dipastikan oleh al-
Quran.
57
  
Memang orang muslim dituntut supaya bersikap toleran terhadap 
Ahli Kitab, tetapi dilarang memberikan loyalitas kepada mereka dalam 
arti bantu membantu dan mengikat janji setia dengan mereka. Jalan 
seorang muslim untuk memantapkan Agamanya dan mengaplikasikan 
sistemnya yang unik tidak mungkin dapat bertemu dengan jalan hidup 
Ahli Kitab, meskipun mereka menampakkan sikap toleran dan 
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 kecintaannya. Karena, sikap ini tidak akan sampai pada tingkatan bahwa 
mereka merelakan orang muslim tetap berpegang pada Agamanya dan 
melaksanakan aturan-aturannya.  
“…sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang 
lain…” ini adalah sebuah hakikat yang tidak ada hubungannya dengan 
waktu, karena ia merupakan hakikat yang bersumber dari hakikat segala 
sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak akan memimpin kaum muslimin 
dari arti kata yang sebenarnya dan tidak akan pernah melindungi mereka 
di negeri manapun dan dalam sejarahnya yang manapun.
58
  
Dilihat dari penafsiran keduanya ada perbedaan pendapat tentang 
Hukum memilih pemimpin Non-Muslim, sebelum menentukan boleh 
tidaknyakah memilih pemimpin Non-muslim seharusnya kita melihat 
asbabul nuzul dari ayat tersebut, dilihat dari asbaul nusul surah al-
Mᾱidah ayat 51 tentang terjadinya perang pada saat turunnya ayat 
tersebut bahwa Yahudi dan Nasrani sangat kejam terhadap muslim pada 
saat perang tanpa memandang perempuan, anak-anak, orang tua renta 
semuanya di zalimi atau dianiaya, lalu turunlah ayat ini yang 
mengatakan “janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan 
Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)” karena pada saat itu terjadi 
perang. Jadi jika tidak terjadi perang berarti boleh memilih pemimpin 
Non-Muslim. Sebagaimana dalam firman Allah : 
QS. al-Mumtahanah ayat 8 
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  ۡىَنَٔ ٍِٚ ِذنٱ ِٙف ۡىُكُٕهِز
َٰقُٚ ۡىَن ٍَِٚزهنٱ ٍِ َع ُهللَّٱ ُىُكََُٰٓۡ َٚ هلَ
 ِي ىُكُٕجِۡشخُٚ َهللَّٱ ٌهِئ ٖۡۚىَِٓۡٛنِئ ْإُٓطِضۡقُرَٔ ۡىُُّْٔشَجَر ٌ
َ
أ ۡىُكِشَِٰٚد ٍ
  ٍَِٛطِضۡقًُۡنٱ ُِّتحُٚ 
Terjemahnya:  
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil.
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Bisa di pahami ayat diatas bahwa sah-sah saja atau dibolehkan untuk 
bekerjasama di dalam Negara dan untuk kemaslahatan umat memilih 
pemimpin Non-muslim. Tetapi hendaklah memprioritaskan orang-orang 
yang beriman. Karena tidak ada yang menjamin kedepannya bahwa akan 
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 
QS. al-Maidah ayat 57 
 ُۡىكَُِٚد ْأَُزخهرٱ ٍَِٚزهنٱ ْأُِزخهزَر لَ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ بََُّٓٚأَٰٚ
 ٍَ ِي بٗجِعَنَٔ اُٗٔزُْ  َسبهفُكۡنٱَٔ ۡىُكِهۡجَق ٍِي َتَٰزِكۡنٱ ْإُرُٔأ ٍَِٚزهنٱ
 ٍَُِِٛيۡإُّي ىُزُُك ٌِئ َهللَّٱ ْإُقهرٱَٔ َٖۚءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ  
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah 
ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah 
diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang 
musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul 
orang-orang yang beriman.
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Kini kembali dipertegas larangan mengangkat non-Muslim 
menjadi auliya‟, tetapi kini disertai dengan alasan larangan itu, yakni: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaksakan diri 
menjadikan auliyā’, orang-orang yang membuat agama kamu bahan 
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 ejekan dan permainan, yaitu atau di antara sebagian orang-orang telah 
diberi kitab, yakni Taurat dan Injil belum lama sebelum kamu diberi 
kitab al-Qur‟an, dan orang-orang kafīr, yakni orang-orang musyrik, dan 
siapapun yang memperolok-olok atau melecehkan agama. Dan 
bertawakalah kepada Allah, yakni hindari amarah-Nya dan perhatikan 
larangan-Nya ini dan selain ini jika kamu betul-betul orang mukmin, 
yang telah mantap imanya. 
Kata ( ءزه ) huzuw atau huz, adalah gurauan yang  dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan melecehkan. 
Kata la’ib/permainan makna dasarnya adalah segala aktivitas 
yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak 
banar. Karena itu, air liur yang biasanya keluar tanpa disengaja, apabila 
pada anak kecil, dinamai ( باعل) lu’āb karena ia keluar atau mengalir 
bukan pada tempatnya. Sesuatu yang dijadikan bahan gurauan atau 
permainan adalah sesuatu yang dilecehkan, bukan sesuatu yang pantas 
dan bukan juga sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Mereka 
menjadikan agama sebagai bahan permainan berarti juga mereka tidak 
menempatkan pengagungan kepada Allah yang menggariskan ketentuan 
agama itu pada tempat yang sewajarnya, tidak juga menempatkan Rasul 
pada tempat beliau yang wajar.
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 QS. al-Nisa ayat 144  
 ٍِي َءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ ٍَِٚشِفَٰكۡنٱ ْأُِزخهزَر لَ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ بََُّٓٚأَٰٚ
 بَُٰٗطُۡهص ۡىُكََۡٛهع ِِهللَّ ْإُهَعۡجَر ٌ
َ
أ ٌَُٔذِٚشُر
َ
أ ٍَُِِٖۚٛيۡإًُۡنٱ ٌُِٔد
 بًُِٛجُّي 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang 
mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi 
Allah (untuk menyiksamu)
62
 
Tafsir Al-Mishbah setelah jelas sudah apa yang harus dihindari, 
termasuk menghindari orangorang kafir yakni orang-orang yang 
menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar 
dengan jelas di alam raya ini, adalah mereka yang dalam pengetahuan 
Allah tidak akan mungkin beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan 
lain-lain
63, dalam konteks menjadikan mereka auliy ‟, dan jelas pula 
keadaan orang-orang munafik serta perbedaan mereka dengan orang-
orang mukmin, kini melalui ayat ini Allah menyeru kepada semua yang 
mengaku beriman: wahai orang-orang yang mengaku beriman, baik 
pengakuan benar maupun bohong, janganlah kamu menjadikan orang-
orang  kafīrauliyā’temanteman akrab tempat menyimpan rahasia, serta 
pembela dan pelindung kamu dengan meninggalkan persahabatan dan 
pembelaan orang-orang mukmin. Maukah kamu mengadakan alasan 
yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu atau bukti yang jelas bahwa 
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 kamu benar-benar bukan orang-orang beriman. Sungguh, hal yang 
demikian tidak sejalan dengan keimanan kamu, tidak juga dengan nilai-
nilai ajaran Islam yang kamu anut.
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Tafsir Al-Azhar wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah 
kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin, yang bukan dari 
orang-orang yang beriman.(pangkal ayat 144). Di ayat 139 sudah di 
peringatkan dengan tegas bahwa mengambil orang yang kafir jadi 
pemimpin adalah salah satu perangai kelakuan orang munafik. Sekarang 
ditegaskan kepada orang yang beriman, bahwa mereka sekali-kali jangan 
berbuat demikian. Jangan dipercayakan pimpinan kamu kepada orang 
yang tidak percaya kepada Tuhan. Keingkaran mereka kepada Tuhan 
dan peraturan-peraturan Tuhan akan menyebabkan rencana pimpinan 
mereka tidak tentu arah. Kalau demikian niscaya kamu yang mereka 
pimpin akan celaka. Akhirnya datanglah pertanyaan sebagai sesalan dari 
Tuhan: Apakah kamu ingin bahwa Allah menjadikan atas kamu sesuatu 
atas kamu yang nyata? (ujung ayat 144)  
Di sini terdapat satu kalimat, yaitu Sulthan; yang berarti 
kekuasaan. Artinya, oleh karena pimpinan suatu ummat Islam diserahkan 
oleh umat Islam sendiri kepada orang yang bukan Islam, atau bukan 
berjiwa Islam, atau tidak mengerti sama sekali apakah maksud Islam, 
atau tidak mau mengerti, timbullah kacau balau dan keruntuhan kaum 
Muslimin itu sendiri.  
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 Di saat demikian tentu Tuhan akan memakai kekuasaan 
menjatuhkan azab siksaanNya kepada kamu. Apakah itu yang kamu 
ingini? Sebab itu maka orang yang beriman tidaklah akan menyrahkan 
pimpinan kepada orang kafir, ataupun kepada orang munafik, yang akan 
menyerahkan pimpinan kepada orang yang bukan mementingkan Islam 
adalah orang munafik pula.
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QS. al- Taubah ayat 23  
 ٓبَثاَء ْآُِٔزخهزَر لَ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ بََُّٓٚأَٰٚ ۡىُكَََٰۡخِئَٔ ۡىُكَء
 ىُٓهنََٕزَٚ ٍَئَ ٍَِِٰٖۚٚۡلۡٱ ََٗهع َشُۡفكۡنٱ ْإَُّجحَۡزصٱ ٌِ ِئ َءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ
  ًٌَُِٕهَٰهظنٱ ُىُْ َكِئَٰنُْٔأَف ۡىُكُ ِي 
Terjemahnya:  
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan 
saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih 
mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu 
yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang 
yang zalim.
66
 
Tafsir Al-Mishbah terhadap seruan kaum beriman, ayat ini 
mengingatkan, atau terhadap orang-orang munafik ia berpapasan: hai 
orang-orang yang beriman. Baik keimanan yang tulus maupun yang 
hanya beriman dengan lidahnya, janganlah kamu memaksakan diri 
apalagi dengan sukarela menjadikan bapak-bapak kamu dan saudara-
saudara kamu, pemimpin-pemimpin, sehingga kamu menyampaikan 
kepada mereka rahasia kamu dan atau mencintai mereka melebihi cinta 
kamu kepada Allah dan Rasul-Nya jika mereka, yakni bapak dan saudara 
kamu itu, lebih mengutamakan kekufuran atas keimanan, dan siapa 
                                                             
65
Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jus; 5, Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th), h. 1483-1484. 
66
Kementrian Agama, RI, al-Qurān dan Terjemahnya, h. 190. 
 diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin maka 
itulah mereka orang-orang zalim karena telah menempatkan sesuatu 
bukan pada tempatnya, yakni memilih pemimpin yang tidak tepat dan 
meninggalkan yang seharusnya dipilih. Mereka juga zalim dalam arti 
menganiaya diri mereka sendiri karena sikap dan perbuatan mereka itu 
telah mengandung jatuhnya sangsi Allah atas mereka. 
Kata ( اّوبحتسا ) istahabbū:mengutamakan terambil dari kata hubb, 
yakni suka. Pakar-pakar bahasa membedakan antara kata istahabba dan 
ahabba. Yang kedua menunjukkan adanya cinta atau kesukaan terhadap 
sesuatu tanpa desakan pemaksaan yang kuat dari dalam, sedang yang 
pertama, yakni istahabba, mengandung adanya dorongan pemaksaan 
untuk melakukannya. Ini berarti bahwa kecintaan kepada kekufuran lahir 
dari pemaksaan. Memilih dan mengutamakannya atas iman bukanlah 
sesuatu yang sejalan dengan naluri manusia sehingga, bila ada yang 
mengutamakannya dan menyukainya, itu berarti ada pemaksaan dalam 
dirinya lagi tidak sejalan dengan naluri kemanusianya. Cinta kepada 
anak, misalnya, adalah naluri manusia, siapa yang membencinya maka 
pasti ada faktor yang menjadikannya terpaksa mengutamakan yang lain 
atas anaknya sendiri.
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Tafsir Al-Azhar wahai orang-orang yang beriman!. Janganlah 
kamu jadikan bapa-bapa kamu dsn saudara-saudara kamu sebagai 
pemimpin, jika mereka itu masih lebih mencintai kufur di atas 
iman.(pangkal ayat 23). Ayat ini memperingatkan bahwa soal ini bukan 
                                                             
67
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an (Vol; V, 
Jakarta: Lentera Hati,), h. 558-559. 
 lagi pertalian darah, melainkan pertentangan akidah. Nabi saw. sendiri 
telah menawan pamannya Abbas dalam perang badar, dan dalam perang 
itu juga seketika hendak berlawan seorang sama seorang, Abu Bakar 
telah tampil kemuka akan berkelahi memakai pedang dengan kaum 
Quraisy. Tetapi yang di munculkan oleh Quraisy adalah putranya yang 
bernama Abdurrahman. Kalau tangannya tidak ditarik oleh Nabi saw. 
tentulah akan terjadi seorang ayah membunuh anak kandungnya karena 
perlainan akidah. Maka ayat ini memperkuat pendirian itu, yaitu dalam 
mempertahankan iman dan akidah, tidak ada tenggang-menenggang 
walaupun dengan ayah sendiri ataupun dengan saudara kandung. Merka 
tidak boleh dijadikan wali, tidak boleh ada wilayah dengan mereka, 
selama mereka itu lebih mementingkan kufur daripada iman.  
Ujung ayat menegaskan lagi: “Dan barang siapa yang menjadikan 
mereka itu pemimpin dari kalangan kamu, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim”  
Telah dapat kita ketahui apa arti zalim, yaitu aniaya. Mengandung 
arti Zhulm, yaitu gelap, artinya orang yang telah mengakui beriman, 
padahal masih mengadakan hubungan wilayah, bantu membantu, sokong 
menyokong, buka membuka rahasia terhadap ayah dan saudara kandung 
sendiri yang masih menyukai kekafiran, adalah orang yang telah gelap 
caranya berfikir. Tandanya dia lebih mementingkan kasih saying 
keluarga daripada menegakkan iman kepada Allah. Orang boleh 
bersenyum-senyum dengan ayahnya atau saudara kandungnya yang 
 masih kafir, tetapi rahasia Negara sekali-kali tidak boleh dibukakan 
kepada mereka.
68
  
QS. al- Mumtahanah ayat 1 
 َءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ ۡىُكٔهَُذعَٔ ٘ َُِٔذع ْأُِزخهزَر لَ ْإَُياَء ٍَِٚزهنٱ بََُّٓٚأَٰٚ
  ِقَحۡنٱ ٍَ ِي ىُكَءَٓبج بًَِث ْأُشَفَك ۡذَقَٔ ِحهدًََٕۡنٱِث ىَِٓۡٛنِئ ٌَُٕقۡهُر
ٱِث ْإُِيۡإُر ٌ
َ
أ ۡىُكبِٚهئَٔ َلُٕصهشنٱ ٌَُٕجِۡشخُٚ ۡىُزُُك ٌِئ ۡىُك ِثَس ِهللَّ
 ىَِٓۡٛنِئ ٌَُّٔشِضُر ِٖۚرَبضۡشَي َءٓبَغِزۡثٱَٔ ِٙهَِٛجص ِٙف اٗذَٰج ۡىُزۡجََشخ
 ٍَئَ ٖۡۚىُزَُهۡع
َ
أ ٓبَئَ ۡىُزَۡٛفۡخ
َ
أ ٓبًَِث ُىَهۡع
َ
أ ۠بَََأَٔ ِحهدًََٕۡنٱِث
  ِمِٛجهضنٱ َءٓإََص هَمض ۡذَقَف ۡىُكُِي ُّۡهَعۡفَٚ 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil 
musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu 
sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa 
kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada 
kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan 
(mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. 
Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan 
mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu 
memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada 
mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang 
kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang 
siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia 
telah tersesat dari jalan yang lurus.
69
 
 
Tafsir Al-Mishbah pada awal surat ini ditemukan kecaman 
terhadap siapa yang mengaku beriman, tetapi berusaha sebisa mungkin 
menjalin hubungan sangat akrab dengan orang-orang kafir yang menjadi 
musuh-musuh Allah swt. Ayat diatas menyatakan: hai orang-orang yang 
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 beriman, janganlah kamu sampai memaksa diri menantang fitrah 
kesucian kamu sehingga menjadikan musuh-Ku dan musuh kamu 
menjadi teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia dan 
mengharapkan pertolongan. Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal 
yang seharusnya dirahasiakan karena kasih sayang yang meluap dalam 
diri kamu terhadap mereka, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar 
menyangkut kebenaran ajaran Ilahi yang datang kepadamu. Disamping 
itu. Mereka juga mengusir Rasul dan mengusir kamu dari tumpah darah 
kamu da Makkah karena kamu senantiasa beriman serta terus menerus 
memperbarui dan meningkatkan keimanan kamu kepada Allah Yang 
Maha Esa,yang merupakan Tuhan pemberi anugerah, bimbingan dan 
petunjuk kepada kamu. Jika kamu benar-benar keluar dari tumpah darah 
kamu Makkah untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku, 
janganlah melakukan apa yang Allah larang ini, yakni kamu 
memberitahukan secara rahasia kepada mereka berita-berita yang peka 
menyangkut umat Islam karena kasih sayang yang meluap dalam diri 
kamu terhadap mereka. Kamu merahasiakanya padahal aku terus-
menerus mengetahui serta lebih mengetahui dari siapa pun tentang apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Karena itu, tidak 
ada gunanya kamu menyembunyikanya. Siapa diantara kamu melakukan 
hal demikian, dia telah berbuat perbuatan orang yang menduga bahwa 
Aku tidak mengetahui yang tersembunyi dan barang siapadi antara 
kamu yang melakukannya, yakni menjadikan musuh Allah sebagai teman 
setia atau dan menyampaikan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan 
 kepada musuh Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-
terangan maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
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Tafsir Al-Azhar wahai orang- orang yang beriman!. Janganlah 
kamu mengambil musuhKu dan musuh kamu jadi penolong. (pangkal 
ayat 1). Yang kita artikan dengan sahabat-sahabat disini adalah auliya’.  
Sebagaimana diketahui Auliya’ adalah jama‟ (kata untuk banyak) 
dari wali. Arti wali bukan saja penolong, tetapi berarti juga pemimpin, 
pemuka, sahabat karib, orang yang melindungi. Bahkan pemimpin suatu 
neger, sebagai gubernur, disebut juga wali. Ayah yang berhak 
mengawinkan anak perempuannya namanya wali juga. Oleh sebab itu 
kesimpulan arti dari wali adalah luas sekali, mencakup pembelaan, 
pertolongan, pelindung dan lain-lain. Arti yang cocok disini ialah 
penolong. Sebab Haathib minta tolong kepada kaum musyrikin membela 
anaknya dan dirinya. Dengan perbuatannya ini Haathib telah membuat 
kontak dan membuka rahasia kepada musuh yang akan diperangi. 
Dengan perbuatan begini Haathib telah mengambil musuh jadi wali, 
yaitu orang tempat menumpahkan kepercayaan.
71
 
B. Hukum Menurut Hadis 
Rasulullah bersabda“dengarkanlah dan taatlah kepada 
pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama 
pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia 
memerintahkan untuk melakukan maksiat. Maka tidak perlu 
mendengarkan dan mentaatinya” HR. Bukhari.72 
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 َع ْنَع هِلَإ ُُّصَقي َلَ ُلُوَقي َمهلَسَو ِهَْيلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ َلُوسَر ُتْعِمَس َلَاق ِّيِعَجَْشْلْا ٍكِلاَم ِنْب ِفْو ٌزيَِمأ
 ٌلَاتْخُم َْوأ ٌروُْمأَم َْوأ 
Artinya : 
Rasulullah saw bersabda : tidak ada yang berhak uantuk 
memberikan ceramah (nasehat/cerita hikmah) kecuali seorang 
pemimpin, atau orang yang mendapatkan izin untuk itu (ma‟mur), 
atau memang orang yang sombong dan haus 
kedudukan.(hr.muslim)
73
 
Hadis ini bukan berarti hanya pemimpin yang berhak memberi 
nasehat kepada umat, melainkan hadis ini mengandung pesan bahwa 
seorang pemimpin harusnya bisa memberikan suri tauladan yang baik 
kepada umatnya. Karena yang dimaksud ceramah disini bukan dalam arti 
ceramah lantas memberi wejangan kepada umat, akan tetapi yang 
dimaksud ceramah itu adalah sebuah sikap yang perlu dicontohkan 
kepada umatnya. Seorang penceramah yang baik dan betul-betul 
penceramah tentunya bukan dari orang sembarangan, melainkan orang-
orang terpilih yang baik ahlaknya. Begitu pula dalam hadis ini, 
pemimpin yang berhak memberikan ceramah itu pemimpin yang 
memiliki ahlak terpuji sehingga akhalaknya bisa menjadi tauladan bagi 
rakyatnya. 
Jadi kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang 
penceramah, maka itu juga harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. 
Karena pada zaman rasulullah dulu, seorang penceramah atau yang 
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 memberikan hikmah kepada umat adalah para penceramah, sehingga 
rasulullah mengharuskan seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang 
sama dengan penceramah. 
 BAB IV 
KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT ULAMA 
Keberagaman penafsiran antara ulama yang mengharamkan dan 
membolehkan non-Muslim menjadi pemimpin di Negara yang mayoritas 
penduduknya beragama Islam, baik dalam konsep maupun penerapannya 
di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim masih terus 
berlangsung hingga detik ini. 
Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tentang pemimpin 
non-Muslim dapat dipetakan ke dalam dua kelompok. Pertama, mereka 
yang menolak pemimpin non-Muslim. Kedua, mereka yang mendukung 
pemimpin non-Muslim. Pendapat kelompok pertama, menurut Fahmi 
Huwaidi, sebagaimana dicatat oleh H.M. Mujar Ibnu Syarif, merupakan 
pendapat yang paling banyak dianut dan menjadi referensi yang paling 
banyak diikuti oleh umat Islam dewasa ini.
74
 Para ulama yang termasuk 
dalam kelompok pertama, antara lain, adalah al-Jassᾱsh, al-Al si, Ibn 
Arabi, Kiya al-Harasi, Ibn Kasir as-Sabuni, az-Zamakhsyari, Ali as-
Sayis, Tabațaba‟i, al-Qurțubi, Wahbah az-Zuhaili, as-Syaukani, al-
Tabari, Sayyid Quțb, al-Mᾱwardi, al-Juwaini, Abdul Wahhᾱb Khallᾱf, 
Muhammad Diyᾱ ad-Din ar-Rayis, Hasan al-Banna, Hasan Ismail 
Hudaibi, al-Maud di, dan Taqi ad-Din an-Nabhᾱni.75 
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 Ayat 28 Surat Ali Imran merupakan dalil favorit kelompok yang 
menolak pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam: 
 ِي َءٓبَِٛنۡٔ
َ
أ ٍَِٚشِفَٰكۡنٱ ٌَُِٕيۡإًُۡنٱ ِِزخهزَٚ هلَ ٍَُِِِۖٛيۡإًُۡنٱ ٌُِٔد ٍ
 ۡىُُِٓۡي ْإُقهزَر ٌ
َ
أ ٓهلَِئ ٍءَۡٙش ِٙف ِهللَّٱ ٍَِي َشَۡٛهَف َكِن
َٰر ۡمَعۡفَٚ ٍَئَ
  ُشِٛصًَۡنٱ ِهللَّٱ َٗنِئَٔ ِۗۥَُّضۡفََ ُهللَّٱ ُىُكُس َِزحَُٚٔ 
ِۗخََٰقُر 
Terjemahnya : 
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir 
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang 
siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan 
Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang 
ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap 
diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)
76
 
Selain ayat 28 surat Ali Imran tersebut, sebenarnya ada 11 ayat 
lain yang sering dijadikan dalil dalam rangka menolak pemimpin non-
Muslim, antara lain: ayat 51 surat al-Maidah, ayat 1 surat al-
Mumtahanah, ayat 57 surat al-Maidah, ayat 118 surat Ali Imran, ayat 22 
surat al-Mujadilah, ayat 144 surat al-Nisa, ayat 73 surat al-Anfal, ayat 71 
surat al-Taubah, ayat 8 surat al-Taubah, ayat 100 surat Ali Imran, dan 
ayat 141 surat an-Nisa‟. Semua ayat tersebut, meski dengan redaksi yang 
berbeda-beda, namun sama-sama menekankan larangan bagi kaum 
muslimin untuk memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, baik 
menjadi pemimpin negara atau pemimpin komunitas Islam. 
A. Ulama yang Menolak tentang Kepemimpinan Non Muslim  
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 Ibnu „Arabi menyatakan, ayat-ayat tersebut berisi ketentuan umum 
bahwa seorang Mu‟min tidak boleh mengambil orang kafir sebagai 
pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu 
amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.
77
 
Sejalan dengan pendapat Ibnu „Arabi, Ibn Katsir menyatakan, 
ayat-ayat tersebut merupakan larangan Allah kepada hamba-Nya yang 
beriman, berteman akrab dengan orang-orang kafir dan atau 
menjadikannya sebagai pemimpinnya, dengan meninggalkan orang-
orang yang beriman. Sebab jelas hal ini merupakan perwujudan cinta 
kasih umat Islam terhadap non-Muslim. Siapa saja di antara umat Islam 
yang membangkang terhadap Allah dengan mengasihi musuh-musuh-
Nya dan memusuhi para kekasih-Nya, tegas Ibnu Katsir, akan 
mendapatkan siksa-Nya.
78
 Kecuali bila di beberapa negara dan dalam 
beberapa kesempatan tertentu seorang (Muslim) takut terhadap kejahatan 
orang-orang Kafir, maka ia diberi dispensasi untuk ber-taqiyyah di 
hadapan mereka secara zahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya. 
Ibnu Katsir memajukan hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber 
dari Abu Darda, yang berbunyi sebagai berikut, “Sesungguhnya kami 
(sering) tersenyum di hadapan beberapa kaum, sedangkan (sebenarnya) 
hati kami mengutukinya”. (HR. al-Bukhari)79. Selain itu, Ibn Katsir juga 
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 mendukung pendapatnya dengan firman Allah dalam (QS. al-Nahl (16): 
106): 
 ٍُِّۢئًَۡطُي ۥُُّجۡهَقَٔ َِِشۡكُأ ٍَۡي هلَِئ ٓۦَُِِِّٰٚئ ِذۡعَث ٍِۢي ِهللَّٱِث َشَفَك ٍَي
 ِهللَّٱ ٍَ ِي َٞتَضغ ۡىَِٓۡٛهَعَف اٗسَۡذص ِشۡفُكۡنٱِث َحََشش ٍهي ٍِك
َٰنَٔ ٍَِِٰٚۡلۡٱِث 
  ٞىَِٛظع ٌةاََزع ۡىَُٓنَٔ 
Terjemahnya : 
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia 
mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir 
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), 
akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, 
maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang 
besar.
80
 
Ibnu Katsir menyetujui larangan memilih non-Muslim sebagai 
pemimpin umat Islam, disamping didasarkan pada beberapa ayat al-
Qur‟an, sebagaimana disinggung sebelum ini, juga didasarkan pada 
hadis riwayat Imam an-Nasa‟i yang bersumber dari mujahid, yang 
berbunyi: “Janganlah kamu mencari penerangan dari api orang-orang 
Musyrik”.
81
 
Kata nar (api) yang tercantum pada hadis di atas menurut 
Abdurrahmᾱn al-Baghdᾱdi, merupakan symbol kekuatan (kekuasaan) 
yang tidak boleh diberikan umat Muslim kepada non-Muslim.
82
 
Mengacu kepada ayat-ayat tersebut, al-Jașșᾱș misalnya 
memberikan catatan bahwa dalam ayat ini (QS. „Ali Imran: 28) dan ayat-
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 ayat lain yang isinya senada dengannya ada petunjuk bahwa dalam hal 
apapun orang kafir tak boleh berkuasa atas (umat) Islam. Atas dasar 
keyakinan serupa itu, al-Jashshash tidak hanya tak membolehkan umat 
Islam mengangkat non-Muslim sebagai kepala negara, tapi juga tak 
boleh melibatkan non-Muslim dalam segala urusan umat Islam, 
sekalipun ada pertalian darah dengannya. Karena itu, seorang pria non-
Muslim, menurut dia, tidak punya hak untuk mengurus prosesi 
pernikahan putra kandungnya yang Muslim karena alasan beda Agama.
83
 
Menurut pendapat Syaikh Im m Qurṭubi, pemimpin harus 
dipegang oleh kaum Muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin 
dipercayakan kepada kaum Non-Muslim. Di dalam Kitabnya Tafsīral-
Qurṭubi, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah 
terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih 
mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum 
Muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.
84
 
Di kalangan umat Islam yang tergolong paling keras menolak 
presiden non-Muslim adalah Sayyid Quțb. Lebih dari itu ia bahkan 
berpendapat, sekedar menolong dan atau mengadakan perjanjian 
persahabatan dengan non-Muslim saja, utamanya dengan kaum Yahudi 
dan Nasrani, umat Muslim tidak diperbolehkan melakukannya. Umat 
Islam, tegas Quțb, memang tidak dilarang (bahkan) dituntut bertoleransi, 
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 dengan ahli kitab dan non-Muslim lainnya di luar ahli kitab, yang 
bersikap damai, baik, dan tidak memihak, apapun Agama orang itu. Tapi 
mereka dilarang memberikan loyalitas kepada mereka itu. Sebab 
pemberian loyalitas itu satu hal yang sama sekali berbeda dengan 
bertoleransi. Toleransi boleh jadi berarti bermuamalah dengan baik 
(muamalah bi al-husna) terhadap non-Muslim. Tapi pemberian loyalitas 
itu ada kaitannya dengan membina hubungan, saling menolong, dan 
menunjukkan cinta kasih. Loyalitas semacam ini, tegas Quțhub, tidak 
boleh diberlakukan seorang Mukmin sejati, yang beriman kepada Allah, 
tunduk kepada manhaj-Nya dan rela sepenuh hati melaksanakan hukum 
sebagaimana digariskan dalam Kitab Suci-Nya (al-Qur‟an), sebagai 
manifestasi cinta dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Islam, 
lanjut Quțb, mendidik umatnya agar hanya memberikan loyalitasnya 
kepada Allah, Rasul-Nya, dan kelompok Islam saja. Sehubungan dengan 
hal itu Quțhb membangun teori bahwa seorang Muslim tidak boleh 
memberikan loyalitas dan memadu janji setia kecuali dengan sesama 
Muslim. Seorang Muslim tidak boleh memberikan loyalitasnya kecuali 
kepada Allah, Rasul-Nya, dan kelompok Muslim. 
Sayyid Quțub menolak dengan tegas paham keagamaan yang 
bernuansa sekuler atheistik yang mendukung kerjasama dan saling 
menolong dengan ahli kitab. Ia menilai orang yang menganut paham 
keagamaan demikian tidak mengerti al-Qur‟an dan tidak hidup sesuai 
ajaran Islam. Karena itu, menurut dia, orang semacam itu harus 
 diingatkan bahwa larangan Allah untuk bermuwalah dengan ahli kitab, 
semisal yang termaktub dalam ayat 51 surat al-Maidah (atau ayat lain 
yang isinya senada dengannya), tidak hanya ditujukan kepada kaum 
Mukmin di masa Nabi di Madinah tempo dulu saja. Tapi kitab ayat 
tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan 
bumi manapun hingga hari kiamat kelak. Sehubungan dengan hal 
tersebut Sayyid Quțhb menyatakan: 
“Seruan (ayat 51 surat al-Maidah) ini (semula memang) ditujukan 
kepada umat Islam di Madinah. Tapi sejak saat itu juga (seruan 
ayat tersebut) ditujukan pula kepada segenap umat Islam, (kapan) 
dan di belahan dunia manapun hingga hari Kiamat kelak.”85 
Kutipan tersebut dapat ditafsirkan bahwa dengan menyatakan 
umat Islam, kapan, dan di belahan dunia manapun, tidak boleh saling 
menolong dan bekerjasama dengan non Muslim hingga hari Kiamat 
kelak, berarti pendapat Sayyid Quthub mengenai keharaman bagi umat 
Islam memilih pemimpin non Muslim juga sangat mudah ditebak. Yakni 
umat Islam, kapan, dan di belahan bumi manapun, hingga hari Kiamat 
kelak, haram hukumnya memilih non Muslim sebagai pemimpinnya. 
B. Ulama yang Membolehkan Kepemimpinan Non Muslim 
Buah pemikiran lahir setelah mengalami proses dialektika sosial 
yang panjang, karena itu tidak dapat memisahkan diri dari realitas sosial 
yang mengitarinya. Untuk itu, dalam rangka memahami pemikiran 
seorang pemikir secara objektif, paling tidak ada dua hal yang perlu 
diperhatikan, yakni perkembangan intelektualitasnya dan realitas objektif 
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 yang mengitari hidupnya. Pengetahuan atas perkembangan intelektual 
seorang pemikir, akan dapat terhindarkan dari jebakan subjektifitas dan 
simplikasi. Sedang pengetahuan atas realitas objektif akan dapat 
menangkap faktor-faktor yang mendorongnya untuk mengartikulasikan 
ide, pandangan dan sikap, bahkan metode yang ditempuh untuk 
merealisasikan gagasan-gagasan yang diagendakan.
86
 Demikian juga 
halnya dengan Ibnu Taimiyah, dalam membangun ide-idenya tidak dapat 
dipungkiri bahwa realitas sosial-politik yang berkembang di sekitarnya 
merupakan faktor penentu yang memberi “rasa khas” dan nuansa 
tersendiri dari setiap pemikiran yang dilontarkannya. 
Dalam setiap pemikirannya, Ibnu Taimiyah selalu menjadikan al-
Qur‟an sebagai landasan utama berpikir, yang merupakan ciri khas 
pemikirannya. Ibnu Taimiyah tetap berpatokan pada ajaran bahwa Islam 
sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam 
(rahmatan lil „ᾱlamin) seperti diamanatkan al-Qur‟an. Baginya, nilai 
terpenting yang harus senantiasa dipelihara dalam pemerintahan syari‟at 
adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan sekaligus mencegah 
keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). Dalam aspek politik dan 
kenegaraan, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang 
universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama 
seseorang. Dalam hal inilah kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan 
pendapatnya yang terkenal, yaitu “lebih baik dipimpin oleh pemimpin 
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 kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang 
dzalim”.87 Kosmopolitanisme Ibnu Taimiyah ini dalam konteks 
kepemimpinan dan kewarganegaraan senantiasa memandang manusia 
sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal 
negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. 
Berawal dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil 
dibandingkan keimanan ini, Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih jauh 
tentang peranan Negara dalam proyek kosmopolitanisme-nya. Ibnu 
Taimiyah mengemukakan tugas utama Negara adalah tegaknya syari‟at 
yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian, 
menurutnya, syari‟ah dan keadilan universal adalah “saudara kembar” 
yang paralel dan harus berjalan seiring. 
Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan 
sebagai esensi kekuasaan, ketimbang meributkan bentuk Negara. Teori 
politik Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan yang lebih dekat kepada 
konsep pemerintahan modern. Dalam asal-usul negara, ia bermaksud 
menawarkan interpretasi sosiologis berdasarkan pada hakikat manusia 
yang bebas dari penjelasan Agama. Sikap tersebut tidak ditemukan pada 
teori klasik yang menegaskan bahwa asal-usul kekuasaan hanya berasal 
dari sumber Agama. Dari sini kita bisa melihat pemikiran Ibnu Taimiyah 
“melampaui” tradisi berpikir para filsuf Islam tentang teori kekuasaan.88 
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 Sistem menurut Ibnu Taimiyah adalah hal penting, tetapi yang 
terpenting adalah seseorang yang menduduki jabatan kekuasaan harus 
memenuhi persyaratan, pertama, memperoleh dukungan mayoritas umat 
dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan bai‟at. Kedua 
memenangkan dukungan dari kalangan Ahl asy-Syaukah atau unsur 
pemegang kekuasaan dalam masyarakat dan ketiga, memiliki syarat 
kekuatan pribadi dan dapat dipercaya dengan sikap yang jujur, amanah, 
adil, maka seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan 
bersama kepada rakyatnya. dengan sikap yang jujur, amanah, adil, maka 
seorang pemimpin akan mampu memberikan kemaslahatan bersama 
kepada rakyatnya. Atas dasar alasan semacam itu, maka sangat wajar 
jika kemudian Ibnu Taimiyah mengeluarkan statement yang sangat 
“berani”, yakni “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, 
daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim”. Sebab, orang 
yang dapat diangkat menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki 
kekuatan dan integritas mampu berbuat adil dan memiliki komitmen 
yang kuat terhadap kemakmuran rakyat yang ia pimpin terlepas dari latar 
belakang keimanannya.  
Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dalam 
diskursus seputar pengangkatan non-muslim menjadi pemimpin di 
kalangan umat Islam terjawab dengan sendirinya, bahwa hal itu 
dibolehkan selama ia memenuhi syarat-syarat utamanya sebagaimana 
telah disebutkan di atas.
89
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 Menurut pemahaman M. Quraish Shihab, kaum Muslimin yang 
ingin mengangkat non-Muslim menjadi pemimpinnya adalah sah-sah 
saja atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerugian. 
Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki 
oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi 
orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepemimpinan adalah amanah 
yang harus diserahkan oleh orang-orang yang sanggup mengembannya. 
Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur‟an menegaskan bahwa kita disuruh 
bekerja sama dengan non-Muslim, dalam bidang sosial tidaklah dilarang 
selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual. M. 
Quraish Shihab memberikan contoh mengenai hubungan bernegara yang 
dipraktikkan oleh para Khalifah pada masa lalu, seperti salah satu 
contohnya adalah pada masa kerajaan Utsmaniyyah, duta-duta besar dan 
perwakilan-perwakilanya di luar negri kebanyakan dipegang oleh orang 
nasrani. 
Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation state), yang tidak 
mengambil syari‟ah Islam sebagai dasar Negara. Menurut M. Quraish 
Shihab mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim di Negara 
Indonesia ini diperbolehkan selama membawa manfaat, tetapi hendaknya 
lebih memprioritaskan orang-orang yang beriman. 
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Pandangan hukum Islam terhadap pemimpin Non-muslim di 
tengah mayoritas muslim menunjukkan bahwa dalam al-Qurᾱn ada 
beberapa ayat yang melarang mengangkat pemimpin Non-muslim akan 
tetapi banyak pemikiran dari penafsir yang mmbolehkan atau sah-sah 
saja memilih pemimpin Non-Muslim apalagi dilihat diri asbabul nuzul 
dan illat dari ayat tersebut. Tetapi hendaklah memprioritaskan orang-
orang yang beriman. 
Pandangan ulama dalam melihat fenomena kepemimpinan Non-
muslim ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan, salah satu 
ulama yang membolehkan mengangkat pemimpin Non-Muslim ialah 
Quraish Shihab dalam bukunya tafsir al Mishbah yang menafsirkan 
surah al-Mᾱidah ayat 51 menurut Quraish Shihab larangan memilih 
orang Nasrani dan Yahudi ayat ini juga tidak mutlaq adanya, karena 
Quraish Shihab melihat larangan itu berlaku jika orang Yahudi tersebut 
megikuti hukum jahiliah (hukum yang didasarkan hawa nafsu, 
kepentingan sementara, serta kepicikan pandangan yang mereka 
kehendaki) dan mengabaikan hukum Allah swt. Quraish menegaskan 
lagi tidak mutlaqnya larangan tersebut karena larangan ini berlaku  jika 
takut terjadi malapetaka (bencana) yang tidak dapat terelakkan. Berbeda 
dengan Quraish Shihab, Sayyid Quțub menolak dengan tegas paham 
keagamaan yang bernuansa sekuler atheistik yang mendukung kerjasama 
dan saling menolong dengan ahli kitab. Ia menilai orang yang menganut 
paham keagamaan demikian tidak mengerti al-Qur‟an dan tidak hidup 
sesuai ajaran Islam. Karena itu, menurut dia, orang semacam itu harus 
diingatkan bahwa larangan Allah untuk bermuwalah dengan ahli kitab, 
 semisal yang termaktub dalam ayat 51 surat al-Maidah (atau ayat lain 
yang isinya senada dengannya), tidak hanya ditujukan kepada kaum 
Mukmin di masa Nabi di Madinah tempo dulu saja. Tapi kitab ayat 
tersebut juga berlaku untuk seluruh umat Islam, kapan dan di belahan 
bumi manapun hingga hari kiamat kelak. 
Dari kedua pendapat tersebut, penafsiran Quraish Shihab yang 
lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini karena masyarakat 
Indonesia yang majemuk dan prular yang bertumpuh pada ideologi 
pancasila UUD 1945 yang mengharuskan bekerja sama dengan cara 
menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemaslahatan dan 
kemajuan bersama di dalam bernegara. Dengan tidak 
mengenyampingkan motifasi yang di ajarkan Sayyid Quțub untuk selalu 
meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Swt sebagai 
spirit dalam kehidupan. 
B. Implikasi 
1. Peniliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah 
khasanah keilmuan khususnya bagi diri peneliti maupun bagi 
civitas akademik. Terkhusus pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, peneliti juga 
berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia 
penelitian. Di samping dapat menambah pemahaman baru 
terhadap kepemimpinan non-Muslim ditengah mayoritas umat 
Islam dalam pandangan hukum Islam. 
2. Al-Qur‟an dan Hadis sebagai pedoman umat Islam telah 
memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 
Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam kepemimpinan 
non-Muslim menurut hukum Islam, banyak mengangkat ayat dan 
hadis mengenai kepemimpinan non-Muslim. Supaya dalam 
bernegara dapat berjalan dengan mulus dan baik. Seperti yang 
 diharapkan para pendiri bangsa ini. Namun kenyataannya tidak 
sedikit terjadi pertikaian karena adanya ego dari salah satu pihak 
yang tidak mau memahami berbangsa dan bernegara. 
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, 
untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan 
selain Islam, sehingga kita dapat membuka pikiran bahwa tidak 
semua non-Muslim itu buruk dan tidak memandang mereka 
dengan kebencian. Karena, membangun, Membina hubungan dan 
kerjasama dengan orang-orang non-Muslim dalam bidang-bidang 
sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat 
yang damai, sejahtera dan berkeadilan, tidaklah dilarang dalam 
Islam. 
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